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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan tidak optimalnya penggunaan terminal B 
Kabupaten Pidie Jaya, diantaranya tidak adanya sopir yang menjadikan terminal B 
sebagai tempat transit untuk menaikan dan menurunkan penumpang, sehingga 
terminal yang sudah dibangun oleh  anggaran pemerintah terbengkalai begitu saja. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji analisis kebijakan Dinas 
Perhubungan dalam penertiban penggunaan Terminal B Kabupaten Pidie Jaya. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori 
yang digunakan S-R. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan Dinas 
Perhubungan sudah melakukan sosialisasi dan dua upaya yaitu menerapkan fungsi 
perencanaan dan melakukan pengawasan terhadap terminal dalam penertiban 
penggunaan terminal B Kabupaten Pidie Jaya belum dijalankan dan diterapkan 
dengan baik oleh masyarakat dan sopir angkutan. Faktor penghambatnya  adalah 
fasilitas yang kurang memadai dan pelayanan yang diberikan oleh pihak Dinas 
Perhubungan kurang dan belum maksimal. Selain itu sopir angkutan menganggap 
bahwa terminal bayangan lebih menjanjikan dalam mendapatkan penumpang.  Selain 
itu kebijakan yang sudah dibuat oleh pihak dinas tidak dilakukan monitoring dan 
pengawasan lebih lanjut.Oleh karena itu peneliti merekomendasikan agar Dinas 
Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya menambah fasilitas, melakukan pengawasan lebih 
lanjut atas kebijakan yang sudah ada. 
 
Kata kunci : Analisis Kebijakan , Dinas Perhubungan , Stimulus respon 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Transportasi umum memiliki peranan yang sangat penting bagi kelancaran 
aktivitas manusia di daerah perkotaan maupun pedesaan. Oleh karena itu, sangat 
penting bagi pemerintah menyediakan angkutan, sarana, dan prasarana transportasi 
agar aktivitas manusia dapat berlangsung secara aman, teratur, dan lancar serta 
efesien dari segi pelayan, waktu maupun biaya. 
Manusia sebagai bagian dari pergerakan roda kehidupan dan makhluk sosial 
mempunyai beragam aktivitas dan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari. Oleh 
karena itu manusia membutuhkan sarana transportasi untuk mengerjakan segala 
aktivitasnya melakukan perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat 
lainnya dengan menggunakan moda kendaraan atau transportasi. Dalam hal ini 
pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan saranan dan prasarana transportasi 
demi kelancaran dan perputaran roda kegiatan masyarakat yang terstruktur. 
Permasalahan yang terjadi dalam transportasi yang umum terjadi di masyarakat 
adalah pengaturan lalu lintas. Apabila sistem lalu lintas di sebuah daerah berjalan 
dengan tertib dan lancar maka kenyamanan dan kemudahan dalam berlalu lintas akan 
terjaga di daerah tersebut. Sistem dan kebijakan lalu lintas dan transportasi haruslah 
ditingkatkan dengan baik dan tepat untuk mewujudkan ketertiban, kenyamanan, dan 
keamanan dalam berlalu lintas serta mendukung   
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Kabupaten Pidie Jaya merupakan pecahan dari Kabupaten Pidie, dengan Luas 
wilayah 1.162,84 Km². Kabupaten Pidie Jaya berada pada belahan utara bukit barisan 
yang terdiri dari kawasan penggunungan, dataran rendah dan Kawasan perairan 
(laut). Kabupaten Pidie Jaya terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 
2007, pada tanggal 2 Januari 2007, yang terdiri dari 8 kecamatan, 34 mukim, dan 222 
gampong. Delapan (8) kecamatan tersebut meliputi : Bandar Baru, Pante Raja, 
Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya, dan Kecamatan Bandar 
Dua. Kabupaten yang terluas dari 8 (delapan) kecamatan tersebut adalah Kecamatan 
Meurah Dua dan Bandar Baru, masing-masing luasan 25,13% dan 24,19% dari total 
luas wilayah Kabupaten Pidie Jaya. 
Kantor Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah Kabupaten Pidie 
Jaya, provinsi Aceh berfungsi merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam 
wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan 
administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait 
bidang perhubungan.
1
 Dalam hal ini rencana pengembangan sistem jaringan jalan, 
dilakukan melalui peningkatan fungsi jaringan jalan dan pembangunan jaringan jalan 
baru sesuai dengan kebutuhan pengembangan untuk menunjang perwujudan struktur 
ruang. Peningkatan fungsi jaringan jalan dapat dilakukan melalui kegiatan 
peningkatan fungsi, status, serta kegiatan rehabilitasi atau pemeliharaan jalan. 
Sedangkan pembangunan jaringan jalan dilakukan pada ruas-ruas jalan yang belum 
terhubung, untuk mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan dalam sistem 
                                                 
1
 http://dephub.go.id, diakes 16 juli 2019 , pukul 12.00 
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perkotaan di Kabupaten Pidie Jaya untuk mewujudkan struktur ruang wilayah 
kabupaten yang optimal. 
Dishub Kabupaten Pidie Jaya memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan 
kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh 
yang melakukan pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan yang 
dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Hal tersebut tercantum dalam Undang-
Undang No 22 Tahun 2009. 
Dalam urusan perhubungan Kabupaten Pidie Jaya memprioritaskan pada 
program pembangunan meliputi :
2
  
1. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 
2. Program Rehabilitas dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Lalu Lintas 
Angkutan Jalan (LLAJ) 
3.  Program Peningkatan Pelayanan Angkutan,  
4. Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas dan program 
peningkatan kelayakan pengoprasian kendaraan bermotor. 
Terminal sebagai fasilitas pemberhentian angkutan umum yang disediakan oleh 
pemerintah berfungsi selain membuat tertib lalu lintas yaitu juga sebagai pemungutan 
retribusi terhadap kendaraan yang menggunakan terminal. Dimana dalam hal ini 
                                                 
2
 http://www.pidiejayakab.go.id/profil-daerah/166-program-pembangunan.html diakes 16 juli 
2019 , pukul 13.00 
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pemungutan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah berguna sebagai pemasukan 
pendapatan asli daerah ( PAD).  
Setiap pemerintah kabupaten membangun masing-masing terminal, seperti 
terminal B di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya. Sesuai kebijakan pemerintah, 
pembangunan Terminal Penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum 
untuk angkutan penumpang antar pusat kegiatan dalam kabupaten, dan atau angkutan 
antar kota dalam propinsi. Kemudian penyedian Sub terminal untuk melayani 
angkutan pada masing-masing wilayah pengembangan (lokal).
3
 
Dengan dibangunnya Terminal Penumpang Tipe B diharapkan akan 
meningkatkan jumlah moda angkutan yang dapat melayani kegiatan masyarakat 
Kabupaten Pidie Jaya. Kemudian arahan lokasi penempatan terminal tersebut berada 
di Kecamatan Meurah Dua sebagai wilayah pada bagian tengah, lokasi ini merupakan 
pintu masuk kabupaten arus trasnportasi dari Kota Medan (Sumatera Utara) menuju 
Kota Banda Aceh dan sebaliknya. 
Namun saat ini terminal terpadu B di Jalan Banda Aceh – Medan, Meunasah 
Bie Meurah Dua , Pidie Jaya sejak diresmikan lima tahun yang lalu sampai sekarang 
belum difungsikan secara optimal. Banyak bus dan angkutan umum lainnya yang 
enggan  menggunakan terminal serta menaikkan dan menurunkan penumpang di 
sembarang jalan. Padahal penggunaan dan pengoprasian terminal sudah merujuk pada 
UU Nomor 2 Tahun 2009. Dari fakta di lapangan yang didapat, hal ini terjadi karena 
                                                 
3
Materi Teknis RTRW Kabupaten Pidie Jaya 2014-2034 diakses pada 
www.pidiejayakab.go.id 
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para penumpang lebih suka memilih menunggu bus di jalan, daripada menunggu di 
terminal dengan alasan merepotkan.  
Tujuan dan fungsi Dinas Perhubungan ialah merumuskan kebijakan bidang 
perhubungan dalam wilayah kerjanya, termasuk kebijakan teknis dan administratif 
bidang perhubungan, termasuk kebijakan peraktifan penggunaan terminal B di 
kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya untuk melakukan penertiban dan kenyamanan 
lalu lintas di daerah.  
Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya komunikasi yang lebih aktif 
untuk menyampaikan isi kebijakan penataan dan peraktifan terminal B Kabupaten 
Pidie Jaya . Komunikasi perlu digiatkan  antara pembuat kebijakan dengan sasaran 
kebijakan, komunikasi antara para sasaran kebijakan, juga pihak-pihak lain yang 
terlibat dalam peraktifan terminal itu sendiri, yakni pihak LSM dan masyarakat 
pengamat. Dalam upaya menganalisis kebijakan itu sendiri, komunikasi merupakan 
mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat, baik secara 
horizontal, dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, ataupun secara vertikal, yakni 
dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
4
 
Kemampuan berkomunikasi sebuah lembaga akan menentukan berhasil 
tidaknya sebuah program. Sebuah lembaga khususnya dalam usaha mempengaruhi 
prilaku masyarakat tentunnya membutuhkan skill dalam berkomunikasi dan bukan 
hanya berkomunikasi tanpa memperhatikan pendekatan-pendekatan yang 
                                                 
4
 Mulyana, Deddy, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 
2015) , hlm 7  
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memungkinkan masyarakat tidak peduli dengan yang disampaikan. Dalam hal ini 
pihak internal instansi pemerintahan seperti para pegawai dan terutama Humas juga 
berperan penting dalam menyampaikan kebijakan. Peran unit komunikasi publik atau 
Humas sebagai media komunikasi dan lembaga pemberian informasi terhadap arah 
kebijakan dan pembangunan sektor transportasi yang luas kepada masyarakat.
5
 
Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku  kebijakan, agar 
para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi maksud, 
tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Analisa kebijakan 
perlu dilakukan, tertutama berkenaan dengan dampak yang dihasilkannya. Kajian 
pelaksanaan kebijakan bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dan 
merugikan kepentingan masyarakat.  
Dalam perkembangan sebuah wilayah baik itu kabupaten maupun kota, 
kawasan transit seperti terminal telah menjadi aspek yang tidak bisa terpisahkan 
sebagai perkembangan transportasi di setiap wilayah. Daerah di sekitar titik terminal 
merupakan kawasan potensial untuk dikembangkan.  Maka dari itu kebijakan atau 
regulasi dalam peraktifan sebuah terminal dari Dinas Perhubungan sangat penting 
dilakukan,  Sebagai bentuk peraturan yang harus dilaksanakan oleh setiap angkutan 
umum berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara kita. 
Melalui penelitian ini penulis tertarik mengkaji dan menganalisa kebijakan 
yang telah diimplementasikan, dikomunikasikan kemudian disosialisasikan sehingga 
                                                 
5
 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2007, Tentang Cara Tetap Pelaksanaan  
Komunikasi Publik (Kehumasan) di Lingkungan Departemen Perhubungan diakses www.bphn.go.id, 
25 Agustus 2019  
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tergambar proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy 
maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementor).  Berdasarkan keterangan 
dan permasalahan yang ada maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Komunikasi Dinas 
Perhubungan dalam Penertiban Penggunaan Terminal B di Kabupaten Pidie 
Jaya”  
 
B. Rumusan Masalah  
Terminal  terpadu B di Jalan Banda Aceh – Medan, Meunasah Bie Meurah Dua 
, Pidie Jaya sejak diresmikan lima tahun yang lalu sampai sekarang belum 
difungsikan secara optimal. Banyak bus dan angkutan umum lainnya yang enggan  
menggunakan terminal serta menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang 
jalan. Padahal penggunaan dan pengoprasian terminal sudah merujuk pada UU 
Nomor 2 Tahun 2009. Dari fakta di lapangan yang didapat, hal ini terjadi karena para 
penumpang lebih suka memilih menunggu bus di jalan, daripada menunggu di 
terminal dengan alasan merepotkan. Dari permasalahan tersebut, ada beberapa 
pertanyaan penelitian yang muncul yaitu :  
1. Apa saja kebijakan komunikasi yang dibuat Dinas Perhubungan dalam 
penertiban penggunaan terminal B di kabupaten Pidie Jaya?  
2. Bagaimana strategi peraktifan terminal B yang dilaksanakan oleh Dinas 
Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya ?  
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3. Apa saja faktor penghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya 
dalam peraktifan fungsi Terminal B ? 
4. Bagaimana solusinya agar terminal B kabupaten Pidie Jaya tersebut dapat 
berfungsi secara optimal ? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan pernyataan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui apa saja kebijakan komunikasi yang di buat dinas  
perhubungan dalam penertiban penggunaan terminal B di kabupaten Pidie 
Jaya. 
2. Untuk mengetahui strategi Dinas  Perhubungan dalam penertiban 
penggunaan terminal B di kabupaten Pidie Jaya. 
3. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Dinas Perhubungan 
Kabupaten Pidie Jaya dalam peraktifan fungsi Terminal B ? 
4. Untuk mengetahui apa solusinya agar terminal B kabupaten Pidie jaya 
tersebut dapat berfungsi secara optimal ?  
 
D. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat dari penelitian ini  terbagi tiga, yaitu sebagai berikut : 
1. Manfaat akademis  
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Analisis 
Kebijakan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa,  
khususnya mahasiswa S-1 Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berhubungan dengan 
publik relation. 
2. Manfaat teoritis  
Dari hasil ini diharapkan agar dapat menambah ilmu pengetahuan yang 
berhubungan dengan public relation, analisis komunikasi kebijakan dan diharapkan 
bisa menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya  
3. Manfaat praktis 
Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis sendiri karena penulis    
mendapatkan pengalaman penelitian yang belum pernah peneliti dapatkan 
sebelumnnya. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis untuk terus bisa 
menambah pengetahuan dan pengalaman. 
 
E.  Definisi Operasional 
1. Implementasi kebijakan  
Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan 
mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin 
lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah 
konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh 
10 
 
 
 
sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan 
aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.
6
 
Pengertian di atas menunjukkan bahwa implementasi bukan hanya 
sekedar utusan dan sistem yang dibuat oleh pemerintah saja, namun kebijakan 
merupakan prosedur rutin dan tetap yang dibuat oleh pemerintah untuk 
dijalankan atau diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai tujuan dari 
penyelesaian permasalahan dan konflik. Dalam hal ini kebijakan dibuat melalui 
prosedur dan selaras dengan visi misi sebuah organisasi. 
2. Dinas Perhubungan  
Dinas perhubungan adalah organisasi pemerintahan yang berfungsi dan 
mengatur perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan teknis di bidang 
perhubungan.
7
 Dinas perhubungan selaku unsur pelaksana otonomi daerah yang 
menyelenggarakan pelayanan di bidang perhubungan memiliki wewenang dan 
tugas pokok di bidang perhubungan dan perpindahan manusia dan barang dari 
satu tempat ke tempat lainnya.  
Dalam hal ini setiap Dinas Perhubungan memiliki tugas dan fungsi 
berdasarkan fungsi dan hak asas otonomi masing-masing. Tugas dan fungsi 
Dinas perhubungan yang memiliki posisi penting dalam tatanan daerah haruslah 
bisa mengelurarkan kebijakan-kebijakan yang tepat demi terciptanya sistem dan 
                                                 
6
 Soepraplo, Evaluasi Kebijakan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),  hlm. 59 
7
 http://dephub.go.id, diakes 16 juli 2019 , pukul 12.00 
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tata ruang perhubungan yang tertib bagi masyarakat dan kendaraan umum 
lainnya.  
3. Humas Pemerintahan  
Humas Pemerintahan atau Goverment Public Relations  adalah sebuah 
tindakan yang ditujukan agar dapat menghasilkan pendapat dan iklim pendapat 
yang mendukung instansi.
8
 Dalam berkomunikasi ada beberapa faktor atau unsur 
yang perlu diperhatikan, antara lain siapa yang dihadapi, penerima pesan atau 
dengan siapa kita berbicara sangat berperan dalam berkomunikasi, hal itu bisa 
berhubungan dengan faktor usia, jenis kelamin, posisi atau jabatan, pendidikan, 
latar belakang budaya dan sebagainya  
Ahli lain, Scott M. Cutlip memberi batasan humas pemerintah adalah 
fungsi manajemen yang sah, yang membantu menjadikan badan, departemen, 
dan entitas publik lainnya tanggap terhadap warga dan semua tercipta untuk 
mereka.
9
 Keterbukaan informasi publik di Indonesia juga didorong oleh Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang 
digulirkan sepuluh tahun sejak era reformasi. 
4. Terminal  
Setiap daerah memiliki pencapaian pembangunan nasional untuk 
peningkatan pembangunan daerah tersebut. Peranan transportasi memiliki posisi 
yang sangat penting bagi pembangunan daerah dan ekonomi masyarakat. Maka 
                                                 
8
 Suprawoto, Goverment Public Relations, Perkembangan dan Praktik di Indonesia, (Jakarta : 
Prenadamedia Group, 2018), hlm 48  
9 Suprawoto, Goverment Public Relations...,  
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perencanaan dan pengelolaan perlu ditata dengan baik demi pembangunan daerah 
yang terencana dan terstruktur . Maka ditempat-tempat tertentu perlu dibangun 
terminal demi berjalannya roda kehidupan masyarakat yang tertib,  aman, dan 
lancar.  
Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, terminal adalah tempat pangkalan kendaraan bermotor umum 
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan 
menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009, 
tentang Lalu Lintas Angkatan Jalan, terminal merupakan: 
a. Titik simpul dalam jaringan transportasi yang berfungsi untuk 
pelayanan secara umum 
b. Tempat pengawasan, pengendalian, pengaturan dan pengoperasian lalu 
lintas 
c. Prasarana angkutan merupakan bagian dari sistem transportasi untuk 
melancarkan arus penumpang dan barangmerupakan bagian dari 
sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang 
d. Unsur tata ruang yang berperanan penting bagi efisiensi kehidupan 
kota 
Dari pengertian di atas dapat dijabarkan bahwa terminal merupakan fasilitas 
umum yang dibangun oleh pemerintah sebagai pergerakan manusia dan barang untuk 
roda kehidupan penunjang kehidupan masyarakat. Fungsi terminal harus digunakan 
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sebaik mungkin dan pemerintah harus bisa memberikan pelayanan dan fasilitas 
terminal yang dapat membuat masyarakat mau menggunakannya sebagai fasilitas 
umum.  
Fungsi terminal bagi penumpang adalah untuk kenyamanan menunggu, 
kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan yang satu ke moda atau 
kendaraan yang lain, tempat tersedianya fasilitas-fasilitas dan informasi (peralatan, 
ruang tunggu, papan informasi, toilet, toko, loket, dan lain-lain), serta fasilitas parkir 
bagi kendaraan pribadi. Fungsi terminal bagi pemerintah antara lain adalah dari segi 
perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalu lintas dan menghindari 
kemacetan, sebagai sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali arus 
kendaraan umum. Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah 
menyangkut tentang aktivitas menganalisis pengetahuan tentang kebijakan. Dalam 
hal ini Dinas Perhubungan guna berupaya mengadakan penertiban terhadap 
penggunaan terminal B di Kabupaten Pidie Jaya. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
 Bab terdahulu telah menjelaskan beberapa permasalahan yang terjadi di 
Termnial terpadu B di Jalan Banda Aceh – Medan, Meunasah Bie Meurah Dua, 
Kabupaten Pidie Jaya yang sejak diresmikan lima tahun lalu yang belum difungsikan 
secara optimal. Banyak bus dan angkutan umum lainnya enggan menggunakan 
terminal serta menaikkan dan menurunkan penumpang disembarang jalan. Padahal 
penggunaan dan pengoprasian terminal sudah merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 
2009. Dari fakta di lapangan yang didapat, hal ini terjadi karena para penumpang 
lebih suka memilih menunggu bus di jalan daripada menunggu di terminal dengan 
alasan repot. Untuk meneruskan hasil bab I maka kajian pustaka di bab II akan 
menjelaskan :  
 
A. Kajian Terdahulu  
Kajian terdahulu merupakan salah satu cara untuk mengetahui hasil karya 
ilmiah yang pernah dikaji sebelumnya, guna untuk dibandingkan dengan karya ilmiah 
yang penulis susun. Skripsi atau karya ilmiah yang memiliki persamaan topik 
pembahasan penelitian yang penulis kaji sebagai berikut: 
Penelitian terdahulu dilakukan oleh Lina Wati pada tahun 2013 dengan judul 
“ Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Untuk Pengembangan Dan 
Penataan Pasar Tradisional (Study Kasus Pada Pasar Pagi Arengka Pekanbaru)”. 
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Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah menyangkut dengan penataan 
pasar. Keberadaan pasar pagi arengka yang terletak di jantung keramaian kota 
Pekanbaru sangat potensial sekali sebagai tempat memenuhi kebutuhan pokok bagi 
masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai pada umumnya dan masyarakat Pekanbaru 
pada khususnya, hal ini di tandai dengan sangat ramainya masyarakat yang datang 
untuk mencari kebutuhan yang diperlukan sehari-hari. 
Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa analisis kebijakan sudah semestinya 
dilakukan. Pemerintah daerah harus menyediakan fasilitas yang lengkap dan 
memadai karena para pedagang telah memenuhi kewajibannya dengan membayar 
retribusi daerah, retribusi tersebut dipungut langsung oleh petugas honorer dari Dinas 
Pasar Kebersihan dan Pertamanan (DPKP). Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis 
deskriptif  dengan melakukan pengumpulan data melalui kuesioner dengan jumlah 74 
sampel. 
Hasil penelitian rekapitulasi jawaban responden menunjukkan bahwa 
kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Pengembangan dan Penataan Pasar 
Tradisional dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden setuju dengan kebijakan 
Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional 
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namun harus dibarengi dengan beberapa persyaratan lain seperti pemberian fasilitas 
dan sarana pra sarana lain dalam berdagang.
10
 
Penelitian kedua selanjutnya dilakukan oleh Agus Iskandar pada tahun 2014  
dengan judul “Analisis Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam 
Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Melalui Operasionalisasi Bus Rapid Transit (Studi 
Di Kota Bandar Lampung)”. Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah 
adanya kurangnya kenyamanan masyarakat pengguna angkutan kota (angkot) di Kota 
Bandar Lampung, di antaranya pelayanan awak angkot yang tidak sopan, praktik 
pemberlakuan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan, usia angkot yang sudah tidak 
layak beroperasi, sopir angkot yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau 
dikenal dengan sopir tembak, perilaku sopir angkot yang tidak mengindahkan 
keselamatan penumpang .  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif analisis 
dengan menggunakan pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empirik. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung 
memilih kebijakan opersionalisasi BRT sebagai salah satu alat transportasi massal 
yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dan memberikan 
keamanan serta kenyamanan pada masyarakat. Kebijakan ini cukup maksimal dalam 
mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bandar Lampung, karena dengan 
operasionalisasi BRT, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung tidak 
                                                 
10
 Lina Wati. “Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Untuk Pengembangan Dan 
Penataan Pasar Tradisional (Study Kasus Pada Pasar Pagi Arengka Pekanbaru)”, (RIAU : UIN 
SUSKA RIAU,2013), hlm 82 
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memperpanjang izin trayek angkutan kota (angkot), sehingga jumlah angkot yang 
beroperasi di wilayah Kota Bandar Lampung menjadi berkurang dan mengurangi 
kapasitas beban jalan, sehingga arus lalu lintas menjadi lebih lancar.
11
 
Kedua penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 
Analisis Kebijakan Komunikasi Dinas Perhubungan dalam Penertiban Penggunaan 
Terminal B di Kabupaten Pidie Jaya. Meskipun menggunakan metode yang sama, 
namun tujuan dari analisis kebijakan ini memiliki variabel dan lokasi penelitian yang 
berbeda. Penelitian ini fokus kepada Analisis Kebijakan yang bertujuan pada 
penertiban peraktifan Terminal B tepatnya di Kabupaten Pidie Jaya. 
 
B. Kebijakan  
1. Pengertian Kebijakan  
Kebijakan menurut Malayu S.P. Hasibuan merupakan serangkaian kegiatan 
yang disusun dan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam rangka 
menghadapi permasalahan tertentu. Kebijakan memiliki pengertian yang beragam 
sesuai dengan konteks dan situasi yang dihadapi suatu organisasi atau lembaga.
12
  
Dari pengertian diatas dapat ditekankan bahwa kebijakan adalah sesuatau 
yang dilakukan dan dibuat dengan menggunakan perencanaan manajemen yang 
baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh intansi atau organisasi.  Melalui 
                                                 
11 Agus Iskandar, Analisis Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam 
Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Melalui Operasionalisasi Bus Rapid Transit, PRANATA HUKUM 
Vol. 9 No. 1. Tahun 2014, hlm 97 
12 Malayu S.P. Hasibuan. Organisasi dan Manajemen, (Rajawali Press. 2004), hlm. 23 
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kebijakan kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinana yang akan terjadi dengan 
membuat urutan prioritas utama pencapaian organisasi seusai dengan visi misi 
organisasi tersebut. Dalam hal ini sebuah kebijakan dibuat berdasarkan 
perencanaan suatu instansi pemerintahan untuk merealisasikan suatu permasalahan 
dan bentuk-bentuk hukum yang harus dijalani. 
Sedangkan menurut Soewamo Kebijakan adalah proses penyusunan secara 
sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi 
masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan 
membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang 
dengan jalan mengambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan 
untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan perencanaan manajemen yang 
baik, maka organisasi dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan 
kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan 
membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.
13
 
Pengertian kebijakan diatas dimaksudkan merupakan tindakan yang 
direncanakan dan dilaksanankan oleh pemerintah yang memiliki tujuan untuk 
kepentingan masyarakat sehingga diciptakannya sebuah kebijakan untuk mengatur 
sistem dan keteraturan masyarakat. Dalam hal ini kebijakan pemerintah 
merupakan penerapan nilai-nilai yang dibuat untuk kepentingan masyarakat. 
                                                 
13
 Soewamo Hariyoso, Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi, (Jakarta: Penerbit 
Erlangga, 200),  hlm. 72 
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Setiap institusi pemerintahan yang membuat sebuah  kebijakan bermaksud untuk 
diterapkan oleh seluruh masyarakat.  
Pada prinsipnya sebuah kebijakan tidak terlepas dari keterlibatan seluruh 
element yang ada baik itu masyarakat sebagai bagian yang terikat dalam hasil 
putusan kebijakan sampai pada tahap pemerintah sebagai badan pembuat 
kebijakan tersebut. Kebijakan memiliki beragam definisi, yang masing-masing 
memiliki penekanan berbeda, hal ini tidak terlepas dari latar belakang seorang 
ilmuan tersebut. 
2. Konsep  Analisis Kebijakan  
Dalam merumuskan suatu konsep kebijakan setiap instansi memiliki 
beberapa tahapan untuk merumuskannya agar konsep kebijakan yang dibuat bisa 
sesuai dan bisa diterima dan diterapkan oleh masyarakat ataupun publik. Menurut 
Dunn analisis kebijakan merupakan suatu aktivitas intelektual yang dilakukan 
dalam proses politik.
14
 
Pandangan lain disampaikan oleh E.S Quade, mantan Kepala Departemen 
Matematika di Perusahaan Rand yang dikutip oleh William N. Dunn, menyajikan 
dasar untuk mendefinisikan analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah: “Suatu 
bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa 
                                                 
14
 Agus Iskandar, Analisis Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam 
Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas..., hlm 83 
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sehingga dapat memberikan landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat 
keputusan.”15 
Sedangkan menurut William N. Dunn Analisis kebijakan itu dapat 
dilakukan sebelum atau setelah kebijakan diimplementasikan, menurut Dunn, 
Analisis kebijakan merupakan  Prediksi secara khusus digunakan sebelum suatu 
tindakan diadopsi (ex ante), sedangkan deskripsi dan evaluasi lazimnya dilakukan 
setelah suatu tindakan berlangsung (ex post). Prediksi dan preskripsi berhubungan 
dengan masa depan, sementara deskripsi dan evaluasi berhubungan dengan masa 
lalu.
16
 
Dari pengertian analisis kebijakan menurut para ilmuan, penulis memaknai 
bahwa analisis kebijakan adalah sebuah kegiatan atau aktivitas intelektual dan 
praktis bertujuan untuk menciptakan atau membuat suatu ketentuan-ketentuan 
yang nantinya akan diterapkan. Analisis kebijakan dilakukan dengan secara kritis 
menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan atau pendapat. Menggunakan 
proses baik secara formal maupun informal sehingga menghasilkan dan 
menyajikan informasi dan memberikan pendapat pengetahuan dalam membuat 
sebuah keputusan. 
Selain itu untuk melihat implementasi dari kebijakan yang sudah 
dirumuskan dan diciptakan setiap pembuat kebijakan bisa memprediksi atas 
berjalan atau tidaknya kebijakan tersebut ketika sebelum diterapkannya kebijakan 
                                                 
15
 Dunn, William N. Analisis Kebijakan Publik. (Yogyakarta : Gajah Mada University 
Press,2003), hlm  95-96 
16
 Dunn, William N. Analisis Kebijakan Publik..., hlm 100-101 
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tersebut ataupun sedang berlangsung. Analisis kebijakan merupakan kegiatan 
dalam menemukan dan menciptakan pengetahuan dan proses dalam merumuskan 
suatu kebijakan, sehingga kebijakan tersebut bisa diterapkan oleh objek atau 
masyarakat.  Ada beberapa proses yang bisa dikembangkan dalam analisis 
pembuatan kebijakan,  diantaranya yaitu :  
a. Proses pengkajian kebijakan  
Dalam proses ini pengkajian kebijakan dimaksudkan menyajikan metodologi 
untuk analisis kebijakan, diantaranya metode sistem standar, aturan, dan 
prosedur. Tujuan dari proses pengkajian kebijakan untuk menciptakan, 
menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan 
dengan kebijakan.  
b. Proses pembuatan kebijakan 
Dalam proses ini dimaksudkan untuk serangkaian tahap yang saling 
bergantung dan diatur menurut aturan waktu; penyusunan agenda, formulasi 
kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.  
Pembuatan kebijakan sangat menyesuaikan dengan kondisi dan visi misi dari 
intansi yang membuat kebijakan tersebut.  
c. Proses komunikasi kebijakan  
Merupakan upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan. Dalam 
proses ini mengkomunikasikan kebijakan sangat harus dilakukan agar 
kebijakan yang dibuat mampu diimplementasikan oleh setiap objek atau 
sasaran kebijakan yang sudah dibuat.  
22 
 
 
 
 
Dari ke tiga proses diatas dalam menganalisis kebijakan, dapat disimpulkan 
bahwa setiap kebijakan yang dibuat membutuhkan beberapa proses demi terciptanya 
kebijakan yang sempurna sesuai dengan visi dan misi institusi. Setiap kebijakan 
membutuhkan adanya proses pengkajian kebijakan, proses pembuatan kebijakan, 
dan proses komunikasi kebijakan agar hasil dari kebijakan tersebut tepat dan cocok 
untuk diterapkan oleh setiap publik dan masyarakat yang menjadi objek intitusi 
pemerintahan. 
3. Fungsi Komunikasi dalam analisis kebijakan  
Fungsi Komunikasi, fungsi ini dapat dilaksanakan jika analisis 
kebijaksanaan telah menghasilkan berbagai gagasan atau usulan kebijakan yang 
benar-benar realistis. Tugas para analisis kebijakan dalam hal ini ialah 
menyampaikan alternatif atau gagasan kebijakan tersebut kepada semua pihak yang 
berhubungan agar diperoleh suatu umpan balik mengenai keabsahan gagasan-
gagasan yang diusulkan. Secara historis tujuan analisis kebijakan adalah 
menyediakan informasi bagi pembuat kebijakan untuk dijadikan bahan 
pertimbangan yang nalar guna menemukan pemecahan masalah kebijakan.
17
 Ada 
beberapa fungsi komunikasi dalam analisis kebijakan diantaranya:  
a. Dalam fungsi komunikasi pertama yang perlu diperhatikan adalah komunikasi 
dengan para pembuat keputusan. Ini bertujuan untuk menyampaikan usul 
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 Fatkuroji, Kebijakan Pembelajaran Terpadu dalam Meningkatkan Minat Konsumen 
Pendidikan, Nadwa, Vol. VI, No. 2, Oktober/2012, hlm 253 
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alternatif kebijakan kepada para pembuat keputusan sekaligus meyakinkan 
mereka bahwa alternatif kebijakan tersebut cukup realistis. 
b. Komunikasi dengan para perencana dan pengelola dalam pelaksanaan 
kebijakan. Komunikasi dengan pihak-pihak tersebut di-maksudkan untuk 
meyakinkan mereka bahwa alternatif kebijakan ini sudah diuji apakah realistis 
atau tidak. 
c. Komunikasi dengan para pelaksana kebijakan diperlukan agar pihak-pihak 
yang melaksanakan setiap satuan kegiatan di lapangan menge-tahui tujuan 
utama dari mereka yang lakukan. Komunikasi keempat yaitu komunikasi 
dengan masyarakat luas juga mutlak diperlukan dengan dasar pemikiran 
bahwa para pemimpin bangsa yang sekaligus merupakan para pembuat 
keputusan adalah para pelaksana dari aspirasi masyarakat luas.
18
 
Dari ketiga fungsi komunikasi dalam analisis kebijakan diatas dapat di 
deskrispsikan dan dimaknai bahwa komunikasi menjadi bagian terpenting dalam 
analisis kebijakan. Karena setiap kebijakan yang hendak dibuat dan sudah ada 
tergantung bagaimana cara menyampaikannya untuk menyusun sebuah agenda 
kebijakan yang sesuai dengan penyampaian yang akurat dan tepat. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa fungsi komunikasi dalam analisis kebijakan adalah cara atau 
prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk 
memecahkan masalah kebijakan. Pada hakikatnya analisis kebijakan melibatkan 
hasil pengetahuan tentang sesuatu dalam proses kebijakan. 
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C.  Hubungan Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan  
1. Komunikasi 
Komunikasi dalam menyusun kebijakan publik yang tepat pada sasaran 
diperlukan untuk mendapatkan respon baik dan dukungan dari masyarakat. 
Komunikasi organisasi diperlukan oleh pembuat kebijakan untuk merespon/ meng-
interpretasi lingkungan dan bagaimana mengelola persepsi dalam rangka membentuk 
kebijakan yang dipilih. Peran masyarakat merupakan faktor penting dalam formulasi 
dan implementasi kebijakan publik. Selain menjadi dasar rujukan, pemahaman 
masyarakat juga menjadi kekuatan yang besar untuk mendukung implementasi dari 
sebuah kebijakan. 
Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme 
penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-
saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan 
dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan 
jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari 
keseluruhan proses kebijakan.
19
 
Pengertian diatas menunjukkan bahwa implementasi bukan hanya sekedar 
keutusan dan sistem yang dibuat oleh pemerintah saja, namun kebijakan merupakan 
prosedur rutin dan tetap yang dibuat oleh pemerintah untuk dijalankan atau 
diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai tujuan dari penyelesaian 
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permasalahan dan konflik. Dalam hal ini kebijakan dibuat melalui prosedur dan 
selaras dengan visi misi sebuah organisasi. 
Kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan.Lahirnya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 
Pemerintahan Daerah, berkaitan erat dengan perubahan kebijaksanaan desentralisasi 
di Indonesia. Undang-undang ini membawa pergeseran paradigma terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pemerintahan pusat sampai pada 
pemerintahan desa. Inilah konsekuensi dari sebuah tuntutan kebijakan dan paradigma 
baru yang harus dipilih. 
Undang-undang ini telah memberikan otonomi yang jauh lebih besar kepada 
daerah otonom yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Otonomi daerah 
dianggap sebagai opsi yang tepat untuk meningkatkan derajat keadilan sosial serta 
distribusi kewenangan secara proporsional antara Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penentuan kebijakan publik, 
penguasaan aset ekonomi dan politik serta pengaturan sumber daya lokal.
20
 
Dalam proses implementasinya, kebijakan melibatkan banyak pihak, antara 
aktor pembuat kebijakan dan yang terkena dampak kebijakan, yang masing-masing 
aktor memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Aktor-aktor yang terlihat dalam 
kebijakan publik akan menentukan seperti apa kebijakan publik yang dihasilkan. 
                                                 
20
 Affan Gaffar, Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya, (Jakarta : CitraAditya 
Bakti, 2006), hlm 72 
26 
 
 
 
Aktor-aktor dalam kebijakan publik antar Negara berkembang dan Negara maju 
terdapat perbedaan.  
2. Sumber Daya 
Sumber daya adalah faktor yang paling penting dalam implementasi kebijakan 
agar berjalan secara efektif. Sumber daya itu dapat berupa sumber daya manusia, 
sumber daya finansial dan sumber daya fasilitas pendukung. Tanpa adanya sumber 
daya, maka kebijakan yang telah dibuat tidak dapat diimplementasikan. Adapun 
indikator dari sumber daya adalah sebagai berikut : 
- Sumber Daya Manusia. Apabila sumber daya manusianya cukup memadai 
dan kompeten dalam bidangnya, maka implementasi kebijakan publik 
dapat berjalan secara efektif. 
- Sumber Daya Finansial. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal 
yang dimiliki dalam menjalankan sebuah kebijakan publik, sumber daya 
finansial juga akan mendukung segala fasilitas yang dibutuhkan untuk 
terlaksananya kebijakan publik. 
- Sumber Daya Fasilitas Pendukung. Apabila sumber daya manusia sudah 
memadai, namun tanpa adanya fasilitas pendukung yang memadai (sarana 
dan prasarana) maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara 
maksimal. 
3. Disposisi 
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor 
dalam implementasi sebuah kebijakan. Apabila disposisi implementor baik, maka ia 
27 
 
 
 
akan dapat mengimplementasikan kebijakan seperti yang diinginkan oleh pembuat 
kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat dan pandangan yang berbeda dengan 
pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan terhambat.  
4. Struktur Birokrasi  
Struktur birokrasi yang dalam implementasi kebijakan publik memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini 
struktur birokrasi berperan penting dalam terlaksananya sebuah kebijakan yang sudah 
dibuat. Karena setiap kebijakan yang dibuat oleh intansi pemerintahan tidak akan 
terlaksana dengan baik apabila struktur birokasi tidak baik. Maka sebab itu birokrasi 
sangat menentukan berhasil terlaksananya kebijakan yang sudah dibuat. 
 
D. Peran Humas Dinas Pemerintahan dalam analisis Kebijakan  
1. Humas Pemerintahan  
Humas memegang peranan yang sangat penting dalam mempublikasikan 
kebijakan. Humas dengan publikasinya memiliki kemampuan untuk menggugah 
semua orang yang menjadi target sasaran. Humas Pemerintahan atau Goverment 
Public Relations  adalah sebuah tindakan yang ditujukan agar dapat 
menghasilkan pendapat dan iklim pendapat yang mendukung instansi.
21
 
Dalam berkomunikasi ada beberapa faktor atau unsur yang perlu 
diperhatikan, antara lain siapa yang dihadapi, penerima pesan atau dengan siapa 
kita berbicara sangat berperan dalam berkomunikasi, hal itu bisa berhubungan 
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dengan faktor usia, jenis kelamin, posisi atau jabatan, pendidikan, latar belakang 
budaya dan sebagainya. 
Humas dalam pemerintah merupakan kelanjutan dari proses penetapan 
kebijaksanaan, pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan sikap yang 
disesuaikan dengan kepentingan orang atau golongan agar lembaga atau instansi 
dimana humas itu berada memperoleh kepercayaan dari publiknya, yaitu 
masyarakat dalam arti luas. Pelayanan dan sikap yang baik sangat penting demi 
terciptanya pengertian dan penghargaan yang sebaik-baiknya. 
Humas pemerintah bertugas memberikan informasi dan penjelasan 
kepada khalayak atau publik mengenai kebijakan dan langkah-langkah atau 
tindakan yang diambil oleh pemerintah serta mengusahakan tumbuhnya 
hubungan yang harmonis antara lembaga atau instansi dengan publiknya dan 
memberikan pengertian kepada masyarakat tentang apa yang dikerjakan oleh 
instansi pemerintah dimana humas tersebut berada dan berfungsi. 
Dalam hal ini Humas pemerintahan atau instansi pemerintahan bertugas 
memberikan informasi dan penjelasan kepada khalayak khalayak atau publik 
mengenai kebijakan dan langkah-langkah atau tindakan yang diambil oleh 
pemerintah serta mengusahakan tumbuhnya hubungan yang harmonis antara 
lembaga atau instansi dengan publiknya dan memberikan pengertian kepada 
masyarakat tentang apa yang dikerjakan oleh instansi pemerintah dimana humas 
tersebut berada dan berfungsi.  
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2. Tugas dan Fungsi Humas Pemerintahan  
1. Tugas Humas Pemerintahan  
Hubungan masyarakat (HUMAS) pemerintahan atau biasa disebut public 
affair merupakan salah satu bagian dari aparatur negara yang memiliki tugas 
sebagai sumber dan penyebar informasi. Berfungsi sebagai organisasi yang 
melakukan fungsi menejemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada 
publik atau pemangku kepentingan (stakeholder) dan jembatan informasi 
kebijakan pemerintahan kepada masyarakat luas serta menampung masukan dan 
aspirasi rakyat.  
Dalam perjalanan bidang kehumasan di instasi pemerintahan, terjadi 
revitalisasi fungsi dan tata kelola humas yang merubah pola komunikasi yang 
semula bersifat satu arah atau diseminasi mengarah pada sistem komunikasi 
terbuka. Yakni sebuah sistem komunikasi organisasi yang dapat memberi 
informasi akurat serta dapat menerima feedback dan masukan dari masyarakat 
melalui jalur komunikasi dua arah. Onong Uchjana Effendi dalam bukunya yang 
berjudul Hubungan Masyarakat Sebagai Studi Komunikologis menyebutkan 
bahwa Humas pada departemen-departemen Pemerintahan mempunyai tugas 
sebagai berikut :
22
 
- Menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan, 
perencanaan, dan hasil yang telah dicapai; kedua menerangkan dan 
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mendidik publik mengenai perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan 
hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari-hari. 
- Menasehati pimpinan departemen dalam hubungan dengan reaksi atau 
tanggapan publik terhadap kebijaksanaan yang dijalankan. 
2. Fungi  Humas Pemerintahan  
Pada dasarnya fungsi Humas adalah sebagai berikut :
23
 
- Memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili publik-publik 
suatu organisasi, sehingga kebijaksanaan beserta operasionalisasi organisasi 
dan dipelihara keserasiannya dengan ragam kebutuhan dan pandangan publik-
publik tersebut.  
- Menasihati manajemen mengenai jalan dan cara menyusun kebijaksanaan dan 
operasionalisasi organisasi untuk dapat diterima secara maksimal oleh publik. 
- Merencanakan dan melaksanakan program-pogram yang dapat menimbulkan 
penafsiran yang menyenangkan terhadap kebijaksanaan dan operasionalisasi 
organisasi.  
Fungsi Humas pada dasarnya sama dengan fungsi pada umumnya. Yakni 
menjadi jembatan atau penghubung antara instansi dengan publiknya. Dari fungsi 
yang dijelaskan diatas bisa dideskripsikan bahwa Humas menjadi pembentuk arus 
opini publik terhadap instansi. Informasi yang diberikan kepada instansi haruslah 
memberikan pengertian yang baik. Dalam pelaksanaan kebijakan Humas berperan 
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dalam hal memberikan pengertian dan pemahaman mengenai kebijakan yang 
sudah dibuat kepada objek sasaran kebijakan tersebut. Namun lebih spesifiknya 
Humas pemerintahan memiliki fungsi tersendiri yakni:
24
 
1. Mengamankan kebijaksanan pemerintah. 
2. Memberikan pelayanan/menyebarluaskan informasi dalam rangka 
meyakinkan masyarakat. 
3. Menerima atau menampung informasi dari masyarakat. 
4. Menjadi jabatan atau komunikator aktif dalam rangka komunikasi dua 
arah. 
5. Ikut menciptakan iklim untuk mengamankan politik pembangunan. 
Tak berbeda jauh dengan fungsi PR pada umumnya, humas di pemerintahan 
memiliki tujuan yang sama yakni,membuat berbagai program pemerintahan yang 
dapat membentuk ,meningkatkan dan memelihara citra positif. Dalam hal ini  
Ardianto dan Soemirat menjelaskan bagaimana efek kognitif dari komunikasi sangat 
mempengaruhi proses pembentukan citra seseorang.
25
 
Dalam lingkup Dinas pemerintahan baik daerah maupun pusat, memiliki 
bagian bernama Humas yang menjalankan fungsi PR layaknya di instansi swasta 
maupun perusahaan. Humas pemerintahan bertugas menjalankan kegiatan kebijakan 
publik dan pelayanan terhadap publik. Menjadi tanggung jawab humas untuk 
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memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah yang mengikat rakyat serta 
memberikan pelayan terbaik yang jauh dari kata berbeli-belit. Pentingnya peran 
Humas di lembaga-lembaga pemerintah dalam masyarakat modern yaitu dalam 
melakukan kegiatan-kegiatanya dan operasi-operasinya di berbagai tempat dan 
bidang. 
 
3. New media sebagai sarana Humas 
Media baru (new media) sangat diminati masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini 
telah banyak bermunculan media cyber yang banyak digunakan oleh publik. Media 
cyber disebut pula sebagai media kontemporer terbagi kedalam (1) Media massa 
online; yaitu magazine online, newspaper online, digital television dan digital radio 
yang ditujukan untuk target menonton televisi dan mendengarkan radio secara 
streaming melalui sambungan jaringan internet  dan (2) Media non-massa online; 
Terdiri dari video conference , chatting dan telecoference. Media ini dapat digunakan 
oleh dua orang atau lebih dilakukan melalui telepon atau jaringan internet dan 
memungkinkan penggunanya dapat saling melihat dan mendengar apa yang sedang 
dibicarakan.
 26
 
Menurut Straubhar bahwa adanya perubahan terminologi menyangkut media. 
Perubahan itu berkaitan dengan perkembangan teknologi, cakupan area, produksi 
massal (mass production), sampai pada efek yang berbeda dengan apa yang ada di 
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media massa.
27
 Media baru dimaksud merupakan sesuatu yang dapat menjangkau 
masyarakat luas, tidak hanya di indonesia tapi juga seluruh dunia. Tidak hanya untuk 
komunikasi, kini media sosial sudah menjadi media kreatifitas. Sudah banyak sekali 
orang-orang yang meraih kepopuleran melalui media sosial . Penggunaan media 
sosial saat ini sudah menjadi gaya hidup.  
Adapun menurut John Vivian keberadaan media baru seperti internet bisa 
melampaui pola penyebaran pesan media tradisional: sifat internet yang bisa 
berinteraksi mengaburkan batas geografis, kapasitas interaksi, dan yang terpenting 
bisa dilakukan secara real time.
28
 Poin real time menjadi penting dengan adanya 
media baru ini, karena saat ini masyarakat tidak lagi menginginkan “pola menunggu” 
dalam setiap informasi yang dicari.  
Kecenderungan seperti itu, menuntut Humas untuk pro aktif menyebarluaskan 
informasi mengenai capaian kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah, tidak lagi 
pada jam kerja, melainkan 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Paradigma bekerja 24 
jam sehari, tujuh hari seminggu ini merupakan daya dorong untuk bisa 
menyebarluaskan informasi capaian kebijakan kepada masyarakat dengan real time, 
karena media massa dan masyarakat membutuhkan informasi yang terkini.  
Keberadaan komunitas virtual memungkinkan individu-individu yang pada 
awalnya tidak mengenal ataupun berdomisili di tempat yang berjauhan, menjadi 
saling mengenal dan selanjutnya bisa saling berkomunikasi lebih intensif tanpa harus 
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bertemu secara langsung. Begitupun sama hal nya dengan menyampaikan kebijakan-
kebijakan yang hendak atau sudah ada nantinya.  
 
E. Terminal  
1. Pengertian Terminal  
Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, terminal adalah tempat pangkalan kendaraan bermotor umum 
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan 
menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 
Sedangkan menurut Departemen Perhubungan, Terminal adalah salah satu 
komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat 
pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan 
penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga 
sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem 
arus angkutan penumpang dan barang, disamping juga berfungsi untuk 
melancarkan arus angkutan penumpang atau barang .
29
 
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 
2009,tentang Lalu Lintas Angkatan Jalan, terminal merupakan: 
a. Titik simpul dalam jaringan transportasi yang berfungsi untuk 
pelayanan secara umum. 
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b. Tempat pengawasan, pengendalian, pengaturan dan pengoperasian lalu 
lintas. 
c. Prasarana angkutan merupakan bagian dari sistem transportasi untuk 
melancarkan arus penumpang dan barang merupakan bagian dari 
sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang. 
d. Unsur tata ruang yang berperanan penting bagi efisiensi kehidupan 
kota. 
Dari pengertian diatas dapat dijabarkan bahwa terminal merupakan 
fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah sebagai pergerakan manusia dan 
barang untuk roda kehidupan penunjang kehidupan masyarakat. Fungsi terminal 
harus digunakan sebaik mungkin dan pemerintah harus bisa memberikan 
pelayanan dan fasilitas terminal yang dapat membuat masyarakat mau 
menggunakannya sebagai fasilitas umum.  
Setiap daerah memiliki pencapaian pembangunan nasional untuk 
peningkatan pembangunan daerah tersebut. Peranan transportasi memiliki posisi 
yang sangat penting bagi pembangunan daerah dan ekonomi masyarakat. Maka 
perencanaan dan pengelolaan perlu ditata dengan baik demi pembangunan daerah 
yang terencana dan terstruktur . Maka ditempat-tempat tertentu perlu dibangun 
terminal demi berjalannya roda kehidupan masyarakat yang tertib,  aman, dan 
lancar. 
1. Fungsi Terminal  
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  Pengelolaan terminal yang mampu menyesuaikan dengan 
perkembangan,  terkendali dan terarah (coach terminal) berkaitan dengan 
perencanaan, infrastruktur, sistem manajemen dan informasi, lingkungan dan 
kerja sama serta pengaturan berbagai kepentingan yang aktif dalam kawasan 
terminal. Berbagai kepentingan yang ada dalam terminal adalah aktivitas 
transit, kewenangan, sistem pengendalian serta berbagai kepentingan yang 
mempengaruhi pengelolaan terminal secara terarah dan terkendali sesuai 
dengan tuntutan perkembangan dimasa depan. 
Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, terminal memiliki 3 fungsi, yakni :  
a. Fungsi terminal bagi penumpang, adalah untuk kenyamanan 
menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan 
ke moda atau kendaraan lain, tempar fasilitas-fasilitas informasi dan 
fasilitas parkir kendaraan pribadi. 
b. Fungsi terminal bagi pemerintah, adalah dari segi perencanaan dan 
manajemen lalu lintas untuk menata lalu lintas dan angkutan serta 
menghindari kemacetan, sumber pemungutan retribusi dan sebagai 
pengendali kendaraan umum.  
c. Fungsi terminal bagi operator/pengusaha, adalah operasi bus, 
penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus dan 
sebagai fasilitas pangkalan.  
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Sesuai dengan fungsi terminal sebagai sarana pemberhentian sementara 
atau transit, maka dilokasi terminal akan ada aktivitas perpindahan penumpang 
atau batang dari satu jenis angkutan ke moda angkutan lainnya. Sehingga tuntutan 
efisiensi dari suatu perjalanan bisa tercapai. Berdasarkan tuntutan tersebut maka 
suatu terminal harus mampu menampung, menata dan mengendalikan serta 
melayani semua kegiatan yang terjadi akibat adanya perpindahan kendaraan, 
penumpang maupun barang sehingga semua kegiatan yang ada pada terminal 
dapat berjalan lancar, tertib, teratur, aman dan nyaman.  
2. Tipe Terminal  
Berdasarkan Undang-undang nomor 22  tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, tiper terminal penumpang berdasarkan fungsi pelayanannya 
dibagi kedalam beberapa tipe yakni :  
a. Terminal tipe A  
Tipe terminal ini melayani kendaraan umun untuk angkutan angkutan antar 
konta dan provinsi (AKAP) dan/atau angkutan lintas batas negara (ALBN), 
angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK), dan/atau 
angkutan pedesaan (ADES). 
b. Terminal tipe B  
Terminal tipe ini melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota 
dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), dan atau angkutan pedesaan 
(ADES). 
c. Terminal tipe C  
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Terminal tipe ini melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan 
(ADES). 
 Pembagian tipe-tipe terminal diatas menunjukan bahwa setiap tipe terminal 
menpunyai fungsinya masing-masing dalam hal pelayanan dan operasional 
terminal. penetapan kode terminal bertujuan untuk mewujudkan tertib pengelolaan 
terminal penumpang angkutan jalan dan mendukung pelaksanaan sistem penjualan 
tiket angkutan umum serta memudahkan proses integrasi data antar simpul 
transportasi. Dalam peranan dan pelayan setiap tipe terminal memiliki fungsi dam 
rancangan. Hal tersebut diatur dalam Pedoman Teknis Pembangun dan 
Penyelenggaraam Angkutam Penumpang dan Barang oleh Direktorat Jenderal 
Perhungan Darat tahun 1993.  
Tabel 2.1 Kebutuhan Luas Terminal Penumpang  
            Dirjen Perhubungan Darat, 1993 
 Sumber:Dephub.go.id   
Kegunaan  KEBUTUHAN LUAS (m
2
) 
 Tipe A Tipe B Tipe C 
Operasional   
Ruang Administrasi 78 59 39 
Ruang Pengawas 23 23 16 
Loket 3 3 3 
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Peron 4 4 3 
Retribusi 6 6 6 
Ruang Informasi 12 10 8 
Ruang P3K  45 30 15 
Ruang Perkantoran 150 100 - 
Ruang Luar (tidak efektif) 6.653 4.890 1.554 
Luas Total 23.494 17.255 5.463 
Cadangan Pengembangan 23.494 17.255 5.463 
Kebutuhan Lahan 46.9888 34.510 10.926 
Kebutuhan Lahan untuk design 47.000 35.000 11.000 
Kendaraan   
Ruang Parkir AKAP 1.120 - - 
AKDP 540 540 - 
AK 800 800 800 
ADES 900 900 900 
Pribadi 600 500 200 
Ruang servis 500 500 - 
Pompa bensin 500 - - 
Sirkulasi kendaraan 3.960 2.740 1.100 
Bengkel 150 100 - 
Ruang istirahat  50 40 30 
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Gudang 1.980 20 - 
Ruang parkir cadangan  1.370 550 
Pemakaian Jasa   
Ruang tunggu 2.625 2.250 480 
Sirkulasi orang  1.050 900 192 
Kamar mandi 72  60 40 
Kios  1.575 1.350 288 
Musholla  72 60 40 
 
Dari tabel 2.1 diatas dapat dideskripsikan bahwa kebutuhan luas terminal 
penumpang sangat mengambil peran penting dalam menciptakan kenyamanan para 
pengguna fasilitas terminal. Dari luas administrasi hingga ruang ibadah haruslah 
tercukupi sebagai sarana dan prasaranan yang akan digunakan masyarakat ketika 
menggunakan terminal sebagai tempat pemberhentian atau transit.  
Untuk tipe terminal yang berbeda, maka fasilitas-fasilitas yang harus 
disediakan juga memiliki perbedaan, baik itu dalam hal kualitas maupun 
kwantitasnya. Pemenuhan dan kapasitas serta luas prasarana di terminal menjadi 
pendorong masyarakat dan publik pengguna untuk menggunakan terminal. Sebagai 
pemasukan anggaran pemerintah, terminal memerlukan jasa transportasi yang serasi 
dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang memenuhi nilai-
nilai ideal seperti ; ketertiban, keteraturan, kelancaran, keselamatan dan keamanan. 
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Untuk mencapai nilai-nilai ideal tersebut, dituntut adanya suatu penataan dalam 
sistem pengaturan dan manajemen lalu lintas transportasi yang terpola, terpadu, 
terorganisasi, sistematis serta berasas pada kepentingan, keadilan dan kesejahteraan 
rakyat di daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang bersangkutan.
30
 
Seperti fokus pada penelitian ini pada bab sebelumnya mengarah kepada 
terminal B sebagai Terminal berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan 
Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan di Kabupaten 
Pidie Jaya. Maka dari itu persyaratan lokasi terminal B adalah sebagai berikut:  
1. Terletak di kotamadya / kabupaten dalam jaringan trayek angkutan kota 
dalam provinsi. 
2. Terletak di jalan arteri / kolektor dan kelas jalan31  sekurang-kurangnya 
kelas III B. 
3.  Jalan antar dua terminal penumpang tipe B / dengan terminal tipe A 
sekurangkurangnya 15 km di pulau Jawa, 30 km di pulau lainnya. 
4.  Tersedia luas lahan sekurang-kurangnya 3 Ha untuk terminal di pulau 
Jawa dan Sumatra dan 2 Ha di pulau lainnya. 
5. Mempunyai jalan akses masuk / jalan keluar ke dan dari terminal 
sekurang-kurangnya berjarak 50 meter di pulau Jawa dan 30 meter di 
pulau lainnya. 
                                                 
30
 C.S.T. Kansil dan Christine. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya. ( Jakarta:Rineka Cipta, 
1995), hlm 50 
31
 Kelas jalan atau Hirarki jalan adalah pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan, 
berdasarkan administrasi dan berat kendaraan. Sumber https://id.m.wikibooks.org/wiki. Dikases pada 
22 September 2019  
42 
 
 
 
Syarat lainnya adalah terminal tipe B beradasakan Keputusan Menteri Nomor 
31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan Bab 2, Tentang Terminal 
Penumpang Bagian Pertama mengenai tipe dan fungsi terminal menjelaskan bahwa 
terminal B harus terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang 
kurangnya kelas III B, yakni jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor 
termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2500 milimeter, ukuran panjang 
tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat 
Sesuai penjelasan diatas, fungsi terminal sangat penting dalam roda kehidupan 
baik bagi pemerintah maupun masayarakat. Terminal B sebagai tempat transit 
angkutan antar kota dan dalam provinsi seharusnya menjadi fasilitas yang digunakan 
secara aktif agar bisa tercipta kenyamanan antar penumpang dan angkutan umum. 
Selain itu terminal sangat memberi peluang usaha bagi pedagang,hal ini terlihat dari 
beragam kegiatan ekonomi yang bermunculan di dalam terminal bus Purwokerto 
seperti usaha perdagangan dan jasa. Berbagai kegiatan perdagangan dan jasa tersebut 
antara lain pedagang di kios, pedagang partisi, agen bus, calo, office boy, tukang 
ojeg, sopir, dan sebagainya.  
 
F. Landasan Teoritis  
1. Teori Stimulus - Respom 
Setiap kebijakan yang sudah dibuat oleh suatu lembaga dalam penyampaian 
kebijakan, komunikasi sangat diperlukan untuk perumusan kebijakan.  Teori 
stimulus-respons adalah model komunikasi paling dasar. Model tersebut 
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mengambarkan hubungan stimulus-respons.
32
 Teori ini menunjukkan komunikasi 
sebagai proses aksi-reaksi sangat sederhana. Bila seorang lelaki berkedip kepada 
seorang wanita, dan wanita itu kemudian tersipu malu, atau bila saya tersenyum dan 
kemudian anda membalas senyum saya, itulah yang dikatakan sebagai pola S – R. 
Stimulus-Respon merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, dimana 
efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian dapat dipahami 
adanya antara kaitan pesan pada media dan reaksi audien. Elemen utama dari 
stimulus respon antara lain : 
1. Stimulus ( pesan ) 
2. Penerima 
3. Efek (respons) 
Asumsi dasar yang dapat dilihat dari stimulus respon adalah segala bentuk 
pesan yang disampaikan baik verbal dan non verbal dapat menimbulkan respons. Jika 
kualitas rangsangan stimulus yang diberikan baik akan sangat besar mempengaruhi 
respon yang ditimbulkan. Individu dalam komunikasi tersebut mempengaruhi 
munculnya respon juga. Stimulus yang disampaikan kepada komunikan dapat 
diterima atau ditolak. Perhatian dari komunikan akan mempengaruhi proses 
komunikasi. Lebih tepatnya model S – R menunjukan bahwa perilaku (respons) 
manusia dapat diramalkan karena komunikasi dianggap statis yakni manusia 
                                                 
32
 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar(Bandung:Remaja Rosdakarya :2005), 
hlm 143 
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dianggap berperilaku karena kekuatan dari luar atau adanya rangsangan (stimulus) 
bukan berdasarkan kehendak, keinginan, atau kemauan bebasnya. 
          
                               
                    Stimulus     Respons  
 
  Gambar 2.2 Model komunikasi Stimulus-respon  
                                   Sumber: Deddy Mulyana (2004) 
 
Berdasarkan gambaran di atas menunjukan alur bagaimana model komunikasi 
dilakukan dalam perubahan sikap. Pendek kata setiap aksi pasti ada reaksi begitu juga 
dalam komunikasi. Kemudian hal-hal yang patut diperhatian agar terjadi perubahan 
sikap maka stimulus yang disampaikan harus memenuhi tiga unsur yaitu perhatian, 
pengertian dan penerimaan.Oleh karena itu, setiap kebijakan yang hendak dibentuk 
oleh suatu lembaga, sebelum menyampaikan panjang lebar tentang sebuah kebijakan 
yang harus diterapkan oleh masyarakat ada baiknya membuka pembicaraan dengan 
memberikan perhatian dan pengertian kepada masyarakat terkait pendapat dan 
keluhan dari mereka.  
Hal ini akan membuat mereka merasa nyaman sehingga mudah menerima 
sebuah kebijakan ataupun rumusan kebijakan yang baru dan menerapkan sebuah 
kebijakan yang sudah dibentuk oleh sebuah lembaga pemerintah berupa peraturan.  
Selain itu yang tidak boleh dilupakan, bahwa aktivitas komunikasi itu hanya sebatas 
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molonolog (bicara satu arah) tetapi juga dialog (bicara dua arah). Komunikasi dua 
arah adalah kunci keberhasilan dalam penerapan sebuah kebijakan. Oleh karena, itu 
lembaga pemerintahan dituntut untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi 
sekaligus memiliki kemampuan mendengar dan keterbukaan yang baik terhadap 
masyarakatnya.  
2. Teori POAC 
Peneliti mengkaji permasalahan dengan menggunakan teori POAC, untuk 
melihat bagaimana proses dalam penertiban penggunaan terminal B kabupaten Pidie 
Jaya : 
1. Planning ( perencanaan). 
2. Organizing (pengorganisasian). 
3. Actuating (pelaksaan atau menggerakkan) 
4. Controlling ( pengawasan atau evaluasi) 
Pemerintah memerlukan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kebijakan 
yang efektif. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan melalui bermacam cara, slah 
satunya melalui penyampaian aspirasi. Aspirasi masyarakat dapat menjadi landasan 
utama dalam mewujudkan pelayanan yang baik dari pemerintah kepada publiknya. 
Dapat dikatakan bahwa pemerintah akan mampu bekerja dengan baik apabila ada 
peran dari masyarakat, serta masyarakat juga akan terlayani dengan baik apabila 
pemerintahan bekerja dengan maksimal. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan 
metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Burhan bungin Penelitian 
kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan, 
menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi dan situasi dan suatu fenomena 
tertentu di lapangan yang menjadi objek penelitian.
33
 Sejalan dengan defenisi 
tersebut menurut Creswell penelitian kualitatif adalah suatu proses pemahaman 
mendasar tentang tradisi-tradisi metodologi terpisah;jelas pemeriksaan bahwa 
menjelajah suatu masalah sosial manusia.
34
 Dalam hal ini penelitian kualitatif 
sangat erat kaitannya dengan gambaran deskriptif yang diungkapkan melalui 
pandangan merinci dengan kata-kata.  
Adapun alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah untuk 
memperoleh data yang bersifat deskriptif dan memudahkan untuk melakukan 
penyesuaian dengan kenyataan yang bermakna ganda. Penelitian kualitatif 
memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang 
timbul dari pola-pola yang dihadapi. Pendekatan masalah dilakukan dengan 
                                                 
33
 Burhan Bungin. Analisis data Penelitian Kualitatif. (Jakarta : PT Raja Grafindo,2010), hlm 
92 
34
 Satori dan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,2010) hlm 24 
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pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empirik. Pendekatan secara 
normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan 
mempelajari peraturan-peratuan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan 
permasalah penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-
dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang 
diteliti. 
Jadi melalui penelitian ini, peneliti mampu mendeskripsikan Analisis 
Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Penertiban Peraktifan Terminal B di 
Kabupaten Pidie Jaya. Dalam meringkas dan mendeskripsikan topik tertentu, 
penulis akan melakukan wawancara kepada informan terkait, untuk memperoleh 
sumber seputar permasalahan yang menjadi objek peneliti sebagai usaha 
mempelajari lebih dalam analisis yang sedang dikaji dan kemudian 
disederhanakan menjadi teks dan dianalisis. Hasil analisis kemudian akan di 
deskripsikan dan diintepretasikan dalam suatu makna tertentu yang menjadi 
fokus penelitian. 
 
B. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Pidie Jaya yang berlokasi 
di  Jalan Banda Aceh – Medan, Meunasah Bie Meurah Dua , Kabupaten  Pidie 
Jaya  . dalam hal ini pegawai dan pihak internal Dinas Perhubungan juga 
bersamaan dengan masyarakat dan sopir angkutan umum sekitar adalah menjadi 
objek penelitian. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena 
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berdasarkan pengamatan awal peneliti,  terminal Tipe B masih belum aktif atau 
digunakan fasilitasnya secara optimal oleh masyarakat atau pemilik angkutan 
dalam kegiatan transportasi. Selain itu fungsi terminal sebagai tempat  menaik 
dan menurunkan penumpang tidak dilakukan karena para sopir angkutan umum 
menaik dan menurunkan penumpang di tempat yang tidak seharusnya. Kemudian 
potensi pendapatan retribusi terminal juga tidak bisa didapat secara optimal oleh 
Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini kemudian membuat peneliti 
tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan kondisi yang ada di Terminal B 
Kabupaten Pidie Jaya. 
 
C. Subjek dan Objek Penelitian  
1. Subjek Penelitian 
Subjek pada penelitian ini adalah Birokrasi Dinas Perhubungan 
Kabupaten Pidie Jaya . Penentuan subjek dilakukan dengan mengambil sampel 
penelitian yang terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu pengamatan.
35
  
Adapun key informan ataupun informasi kunci untuk mengawali pengumpulan 
data yang ditetapkan oleh peneliti adalah pegawai dan staf Dinas Perhubungan 
Kabupaten Pidie Jaya yang berwenang dalam pelaksanaan peraktifan Terminal di 
Kabupaten Pidie Jaya. Pada informan kunci, peneliti akan mengajukan 
pertanyaan mengenai karyawan dan staf yang layak untuk diwawancarai terkait 
                                                 
35
 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif ,(Yogyakarta:  PT LKIS Pelangi Aksara, 2008 ) 
hlm 68 
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dengan objek penelitian dan seterusnya, hingga peneliti merasa data yang ingin 
diperoleh sudah lengkap dan memadai. 
2. Objek Penelitian  
Menurut Suharsimi Arikunto objek penelitian adalah variabel atau apa 
yang menjadi titik perhatian atau fokus suatu peneltian.
36
 Adapun tujuan dari 
penentuan objek penelitian supaya mempermudah mendapatkan dan juga 
memperoleh hal-hal penting yang diperlukan didalam penelitian. Adapun 
Objek dari penelitian ini adalah analisis kebijakan Dinas Perhubungan dalam 
Penertiban Peraktifan Terminal B di Kabupaten Pidie Jaya  
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian kualitatif  tidak terlalu dibutuhkan random sampling atau 
pemilihan secara acak terhdap para partisipan dan lokasi penelitian. Dalam 
penelitian kualitatif tidak ada istilah populasi , tetapi dinamakan social situation 
atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu : tempat (place), pelaku 
(actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara aktif dan saling 
berkesinambungan satu sama lain.
37
 Sampel pada penelitian kualitatif bukan 
dinamakan dengan responden, tetapi dinamakan dengan narasumber, atau 
partisipan, atau informan.  
                                                 
36
 Muhammad Rinaldi, Skripsi, “Strategi Komunikasi Bisnis Radio Swasta di Banda Aceh 
dalam menghadapi persaingan bisinis siaran” (Banda Aceh : UIN Ar – Raniry, 2018 ), hlm 52  
37
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung : CV 
Alfabeta,2014). hlm 215  
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Menurut Suhar Saputra teknik pengumpulan data adalah serangkaian proses 
yang dilakukan untuk mengumpulkan data sesuai dengan metode penelitian yang 
dipergunakan.
38
 Sedangkan data terbagi atas 2 jenis yaitu data primer dan data 
sekunder.  
1. Data Primer yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui 
dialog dan tanya jawab secara lisan dengan pihak yang terkait yang 
dianggap perlu atau yang mengetahui permasalahan tersebut dengan 
berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. 
2. Data sekunder adalah data-data dimana penulis mempeoleh informasi, 
keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip yang 
didapatkan dari pihak terkait yang mendukung dan melengkapi datadata 
yang penulis perlukan. Adapun data skunder diperoleh melalui : 
- Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau 
buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah 
penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas 
internet. 
- Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar 
inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. 
Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai 
hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 
                                                 
38
 Suhar saputra , Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan, (Bandung : PT 
Refika Aditama,2012 ) hlm 217 
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kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan 
sebagainya. 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah 
sebagai berikut:  
1. Wawancara 
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab sambil beratatap muka antara 
pewawancara dengan informan.
39
. Dalam hal ini Peneliti akan melakukan 
wawancara dengan subjek penelitian yang sudah ditetapkan yang turut aktif 
dalam menjalankan fungsi Public relations di dinas perhubungan dan 
pihak-pihak lain yang masuk kedalam kriteria subjek penelitian. 
Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 
khususnya dalam melakukan wawancara adalah 
a. Buku catatan : sebagai pencatatan sumber data yang diperoleh  
b. Kamera telpon seluluer: untuk memotret kegiatan yang berkaitan 
dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk sebagai bukti dan 
meningkatkan keabsahan data penelitian  
c. Recorder telpon seluler: berfungsi untuk merekam semua 
percakapan atau pembicaraan. Namun dalam penggunaan alat ini 
                                                 
39
 Burhan Bungin. Analisis data Penelitian Kualitatif. (Jakarta : PT Raja Grafindo ,2010) hlm 
108 
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wawancara perlu memberi tahu informan apakah diperbolehkan 
atau tidak.  
2. Observasi  
Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencari data untuk 
memberikan suatu kesimpulan.  Observasi ialah kegiatan mengamati secara 
langsung terhadap objek yang ingin diteliti baik melalui penglihatan, 
penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.
40
 Observasi dalam 
penelitian ini akan dilakukan melalui pengamatan secara langsung, cermat, 
dan detail terhadap objek penelitian sehingga bahan observasi nantinya 
akan menjadi masukan dalam penyelesaian penelitian.  
Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara 
terstruktur maupun tidak terstruktur mengenai aktivitas-aktivitas dalam 
lokasi penelitian. Selain itu peneliti juga terlibat dalam peran yang 
beragam, mulai dari sebagai non partisipan hingga partisipan utuh atau 
terlibat langsung dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini peneliti 
melakukan observasi awal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya, 
UPT Terminal B Meurah Dua dan mengamati serta mengajukan pertanyaan 
kepada sopir angkutan umum dan masyarakat. 
 
 
 
                                                 
40
 Suhar Saputra, Metode Penelitian Kualitatif...,  hlm 209 
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3. Dokumentasi  
Teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk menelusuri 
data historis yang yang berkaitan dengan objek penelitian.
41
 Dokumentasi 
dapat berupa buku harian, laporan, surat pribadi, notulen rapat, catatan 
kusus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Peneliti akan 
menghimpun dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang 
diteliti. Adapun bentuk dokumen yang akan di himpun peneliti diantaranya 
berupa; dokumen berbentuk foto, rekaman video dan teks-teks tertulis yang 
berkaitan dengan objek penelitian.  
Dalam kegiatan kualitatif, kegiatan analisis data diperolah sejak 
sebelum memasuki lapangan. Selama proses berlangsungnya penelitian 
hingga selesai. Data yang sudah dikumpul harus diolah sedemikian rupa 
hingga menjadi informasi yang dapar digunakan dalam menjawab rumusan 
masalah. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Menurut Bigdan dan Biklen, teknik analisis data kualitatif adalah upaya 
yang dilakukan dengan penyajian data, mengorganisasikan data, memilah data 
menjadi satuan yang dapat dikelola,mencari, dan menemukan pola, memilih apa 
yang penting dan apa yang hendak dipelakari serta memutuskan apa yang dapat 
dibagikan kepada orang lain. Langkah selanjutnya adalah mengolah data yang 
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 Burhan, Bungin. Metode Penelitian Kualitatif...., hlm 121 
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terkumpul melalui analisis data, mendeskripsikan data, serta pengambilan 
kesimpulan menggunakan teknik analasis data kualitatif.  
Proses analisis data dimulai dengan menelaah dan memahami seluruh 
data yang tersedia dari berbagai sumber baik itu wawancara, observasi, 
pengumpulan data foto , video dan sebagainya. Analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan 
Huberman, yaitu analisis data kualitatif yang dilakuka secara interaktif dan 
berlangsung secara terus menerus, sehingga datanya jenuh.
42
 
Analisis penelitian ini dilakukan secara terus menerus sejak awal 
penelitian dan seterusnya sepanjang proses penelitian berlangsung. Jadi, data 
yang diperolah dari lapangan baik dari hasil observasi, wawancara atau 
dokumentasi langsung dipelajari, dirangkum, ditelaah, dan dianalasis hingga 
akhir penelitian.   
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   BAB IV  
 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   
 
A. Gambaran umum lokasi penelitian  
1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Pidie Jaya  
Kabupaten Pidie Jaya merupakan pecahan dari Kabupaten Pidie, dengan 
Luas wilayah 1.162,84 Km². Kabupaten Pidie Jaya berada pada belahan utara 
bukit barisan yang terdiri dari kawasan penggunungan, dataran rendah dan 
Kawasan perairan (laut). Kabupaten Pidie Jaya terbentuk berdasarkan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007, yang terdiri dari 8 
kecamatan, 34 mukim, dan 222 gampong. Delapan (8) kecamatan tersebut 
meliputi : Bandar Baru, Pante Raja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, 
Ulim, Jangka Buya, dan Kecamatan Bandar Dua. Kabupatenyang terluas dari 8 
(delapan) kecamatan tersebut adalah Kecamatan Meurah Dua dan Bandar Baru, 
masing-masing luasan 25,13% dan 24,19% dari total luas wilayah Kabupaten 
Pidie Jaya.  
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Tabel 4.1 Jumlah Desa dan luas Wilayah masing-masing Kecamatan 
Kabupaten Pidie Jaya, Aceh  
 
Sumber : BPS Kabupaten Pidie Jaya, 2013   
 
NO 
Kecamatan Jumlah 
Gampong  
Luas Wilayah 
Km
2 
% 
1 Meureudu 30 143,96 12,38 
2 Meurah Dua 19 307,85 26,47 
3 Bandar Dua 45 172,00 14,79 
4 Jangka Buya 18 33,47 2,88 
5 Ulim 30 64,67 5,56 
6 Trienggadeng 27 119,94 10,31 
7 Panteraja 10 52,39 4,51 
8 Bandar Baru 43 268,56 43,10 
Jumlah  222 1.162,84 100,00 
 
Berdasarkan tabel 4.1 kita dapat mengetahui bahwa cakupan wilayah paling 
luas berada pada Kecamatan Meurah Dua yaitu luasnya 307,85 km2 yang mencapai 
26,47 % dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Sedangkan kecamatan 
yang luas wilayahnya paling sedikit berada di Kecamtan Jangka Buya dengan luas 
wilayah hanya 33,47 km2. Selain itu menurut garis khatulistiwa, kabupaten ini sangat 
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strategis yakni sebagai jalur lintas jalan Medan-Banda Aceh yang terletak pada 
04˚06’ - 04˚47’ LU, 95˚56’ - 96˚30’BT. Secara geografis, Kabupaten Pidie Jaya 
berbatasan langsung dengan: 
 
Sebelah utara      : Berbatasan langsung dengan Selat Malaka 
Sebelah timur    : Berbatasan langsung dengan kecamatan Samalanga 
Sebelah Selatan : Berbatasan langsung dengan kecamatan Tangse, Mane dan 
Glumpang Pidie. 
Sebelah Barat   : Berbatasan langsung dengan kecamatan Glumpang Tiga , Glumpang 
Baro, dan Kembang tanjong Kabupaten Pidie. 
Letak geografis tersebut menguntungkan Kabupaten Pidie Jaya karena terletak 
diantara antar kota. Maka dari itu potensi Kabupaten Pidie Jaya sangatlah besar 
terlebih sebagai daerah lintas Medan-Banda Aceh. Selain itu hal tersebut 
menimbulkan interaksi yang menumbuhkan fenomena arus transportasu yang 
seharusnya berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu wilayah. 
2. Visi dan Misi Kabupaten Pidie Jaya  
         Setiap wilayah kabupaten memiliki visi dan misi sebagai perencanaan dan dasar 
sebuah kebijakan dari suatu daerah. Visi dan misi Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagi 
berikut :
43
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 http://www.pidiejayakab.go.id/profil-daerah/visi-dan-misi.html, diakses 10 Oktober 2019  
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a. Visi 
1. Pidie Jaya islami yakni bermakna terbangunnya sifat, sikap dan akhlak 
yang baik sebagai wujud pelaksanaan ajaran islam dalam kehidupan 
bermasyarakat.  
2. Pidie Jaya yang adil yakni bermakna tata kelola pemerintahan yang 
didasari pada kondisi dimana adanya pemerataan dalam hal pemenuhan 
kebutuhan layanan dasar masyarakat secara profesional serta mengecilnya 
indeks ketimpangan, partisipasi dan pembangunan.  
3. Pidie Jaya yang damai yakni bermakna bahwa perdamaian dapat berjalan 
dan berkelanjutan melalui prinsip-prinsip memorandum of understanding 
(MOU) Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan 
pemerintahan.  
4. Pidie Jaya yang sejahtera yakni bermaksud bahwa suatau kondisi dimana 
rakyat pidie jaya memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar 
pelayanan kesehatan, pendidikan kesempatan untuk mendapatkan 
pekerjaan dan pendapatan serta kesejahteraan yang layak.  
b. Misi  
1.  Misi pertama : memperkuat pelaksanaan syariat islam beserta nilai-nilai 
keislaman dengan membangkitkan kembali budaya lokal yang islami dalam 
kehidupan masyarakat.  
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2. Misi kedua : melanjutkan reformasi birokrasi dengan meningkatkan 
layanan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas, mudah, cepat, 
dan berwibawa dalam semangat keadilan yang lebih merata.  
3. Misi ketiga : mengedepankan dan memelihara perdamaian untuk 
mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas 
pembangunan yang berkelanjutan.  
4. Misi keempat : membangun masyarakat yang berkualitas melalui 
peningkatan efisiensi dan daya saing, penguatan mutu pendidikan dan 
kesehatan secara lebih merata.  
5. Misi kelima : memperbaiki kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat 
secara terintegrasi dan terkoneksi secara proporsional yang berbasis 
kewilayahan dan lingkungan.  
6. Misi keenam : menjamin akses terhadap kedaulatan dan ketahanan pangan 
dengan menciptakan nilai tambah yang berimplikasi kepada peningkatan 
kesejahteraan petani dan nelayan. 
7. Misi ketujuh : memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui 
optimalisasi pemberdayaan pemerintahan gamping, membangun sentra-
sentra produksi yang kompetitif dan ukm untuk memperluas penyediaan 
lapangan kerja yang berdasarkan nilai-nilai sosial budaya daerah.
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3. Gambaran Umun Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya  
  Dinas Perhubungan merupakan salah satu unsur pelaksana penyelenggaraan 
bidang perhubungan di wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang berlokasi di wilayah 
Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, Aceh. Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie 
Jaya dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat Sub. Bagian 
Perencanaan, Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, 
Sub Bagian Keuangan, dan memiliki Bidang Teknik Keselamatan, Bidang Lalu 
Lintas dan Angkutan, Bidang Laut dan Udara, serta terdapat Unit Pelaksana 
Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut adalah struktur. 
a. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya  
1. Visi  
Dalam konteks ini Dinas Pehubungan Kabupaten Pidie Jaya memiliki 
kompetensi sebagai perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan di bidang 
perhubungan. Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan 
Kabupaten Pidie Jaya , maka visi Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya 
adalah “ Teciptanya pelayanan transportasi yang aman, tertib, dan lancar 
sebagai penunjang menuju Kabupaten Pidie Jaya gemilang”. 
 
2. Misi  
Dalam upaya mewujudkan visi sebagaimana diungkapkan diatas, maka 
ditetapkan misi sebagai berikut: 
a. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan 
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b. Peningkatan keamanan dan keselamatan transportasi 
c. Peningkatan laik jalankendaraan bermotor yang berwawasan 
lingkungan 
d. Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan. 
Berdasarkan Peraturan  Kabupaten Pidie Jaya Nomor 43 tahun 2016 , 
Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya bertugas melaksanakan urusan 
pemerintahan dan pembangunan dibidang perhubungan. Hal ini tercantum 
dalam pasal 5, dimana Dinas Perhunungan mempunyai fungsi diantaranya:
44
 
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas  
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka 
panjang  
c. Penyusunan programdan kebijakan teknis dibidang perhubungan darat, 
laut dan udara  
d. Pembinaan teknis bidang perhubungan darat, laut, dan udara  
e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan 
perhubungan darat, laut dan udara  
f. Pegawasan dan pengendalian dibidang darat, laut dan udara  
g. Pelaksanaan pengawasan dan keamanan pengembangan sistem dan 
pelayanan jasa dibidang pengelolaan transportasi darat dan laut  
                                                 
44
Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 43 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi 
Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya (Sekretariat Daerah,2016), hlm 5  
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h. Pelaksanaan perencanaan dan penataan sarana, prasarana tranportasi, dan 
pemeliharaan fisik serta tempat-tempat pemberhentian pemberangkatan 
terminal dan pengeloaan perparkiran, pelabuhan laut yang menjadi 
kewenangan daerah  
i. Pelaksanaan penelitian dibidang perhubungan  
 
4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya  
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungsn 
Kabupaten Pidie Jaya Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas 
Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya mempunyai pedoman untuk melaksanakan 
tugas dan fungsinya sesuai dengan rician tugas dan tata kerja sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya  
    Sumber: Arsip Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya  
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1. Kepala Dinas 
Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam 
melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang perhubungan 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
perhubungan. 
c. Pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait 
pemberian teknis di bidang perhubungan 
d. Pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan 
e. Pelaksanaan pengkajian dan evaluasi dan pelaporan di bidang 
perhubungan; dan 
f. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati. Dalam 
melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Dinas 
mempunyai rincian sebagai berikut: 
- Memimpin pelaksanaan program kegiatan Dinas dalam rangka 
mendukung melaksanakan fungsi Dinas Perhubungan 
- Membina pegawai di lingkungan dinas untuk meningkatkan 
kinerja pegawai 
- Merncanakan program kegiatan mengacu kepada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan peraturan perundang-
undangan 
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- Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait 
bidang perhubungan 
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan dinas; 
dan 
- Melaporkan pelaksanaan tugas hasil program kegiatan sesuai 
akuntabilitas kinerja dan rencana. 
2. Sekretariat  
Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris 
Dinas, yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan pembinaan 
dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian sub bagian perencanaan, 
umum dan kepegawaian serta keuangan dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok 
sebagaimana dimaksud Sekretaris Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Perencanaan program yang berkaitan dengan sekretariatan mengacu 
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, peraturan 
perundangundangan 
b. Melaksanakan program kegiatan sekretariat dalam rangka mendukung 
melaksanakan administrasi dinas 
c. Pembinaan pegawai di lingkungan dinas untuk meningkatnya kinerja 
pegawai 
d. Pembagian tugas mengkordinir kepada bawahan untuk meningkatkan 
kinerja pegawai 
e. Melaksanakan evaluasi kinerja bawahan lingkungan Sekretariat Dinas 
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f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait 
kegiatan dinas 
g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengumpulkan 
pelaporan kegiatan dinas 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang 
tugasnya. 
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan 
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas 
pokok merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan 
dan pengendalian program bidang lalu lintas dan angkutan, terminal. Dalam 
melaksanakan tugas pokok Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi 
sebagai berikut: 
a. Penyusunan rencana program bidang lalu lintas dan angkutan, terminal 
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data bidang lalu 
lintas dan angkutan, terminal 
c. Melaksanakan kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan, terminal  
Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait bidang 
lalu lintas, angkutan dan terminal 
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan 
e. Pengawasan dan pengendalian bidang lalu lintas dan angkutan serta 
terminal 
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f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
4. Bidang Perhubungan Darat 
Bidang Perhubungan darat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang 
Perhubungan Darat mempunyai tugas pokok merencanakan pembinaan dan 
koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program laut dan udara. Dalam 
melaksanakan tugas pokok Bidang Perhubungan darat mempunyai fungsi sebagai 
berikut: 
a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan darat 
b. Penyusunan, penganalisaan data dan informasi bidang perhubungan darat 
c. Pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan darat 
d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait bidang 
perhubungan darat 
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
5. Bidang Perhubungan Laut dan Udara 
Bidang Laut dan Udara dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang Laut 
dan Udara mempunyai tugas pokok merencanakan pembinaan dan koordinasi serta 
pengawasan dan pengendalian program laut dan udara. Dalam melaksanakan tugas 
pokok Bidang Laut dan Udara mempunyai fungsi sebagai berikut: 
g. Perumusan kebijakan teknis bidang laut dan udara 
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h. Penyusunan, penganalisaan data dan informasi bidang laut dan udara 
i. Pelaksanaan kegiatan bidang laut dan udara 
j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait bidang 
laut dan udara 
k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan 
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
Pada penelitian ini, peneliti mengambil fokus penelitian dibidang 
perhubungan Darat menyangkut tentang Lalu Lintas dan Angkutan pada Seksi 
Angkutan serta Seksi Pengawasan dan Pengendalian, yaitu berkaitan dengan 
analisis  Dinas Perhubungan dalam Peraktifan Terminal B Kabupaten Pidie Jaya. 
Dalam hal ini fungsi bidang dan seksi tersebut diantaranya adalah :  
1. Seksi Angkutan 
Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi. Seksi Angkutan mempunya tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan 
dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang angkutan dan 
terminal. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Angkutan 
mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 
a. Merencanakan program kegiatan angkutan dan terminal 
b. Melaksanakan pengumpulan data bahan perumusan bidang angkutan 
dan terminal 
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c. Melaksanakan penetapan lokasi terminal penumpang tipe C, 
pengesahan rancang bangun terminal tipe C 
d. Melaksanakan pengoperasian terminal penumpang tipe A, tipe B dan 
tipe C 
e. Pembangunan terminal angkut barang dan pengoperasian terminal 
angkut barang 
f. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk 
kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten 
g. Pemberian ijin trayek angkutan pedesaan/angkutan kota 
h. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada 
jaringan jalan kabupaten 
i. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan untuk angkutan taksi yang 
wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten 
j. Pemberian ijin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah 
kabupaten, pemberian ijin angkutan pariwisata, pemberian ijin usaha 
angkutan barang 
k. Pemberian rekomendasi angkutan sewa 
l. Penetapan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dalam kabupaten 
m. Pemberian ijin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya 
dalam satu wilayah kabupaten 
n. Penentuan lokasi, pengelolaan dan pemeliharaan shelter dan fasilitas 
perhentian lainnya 
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o. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga linnya terkait 
bidang angkutandan terminal 
p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan 
q.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 
tugasnya 
2.  Seksi Pengendalian dan Angkutan Darat 
Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi. Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan 
pengendalian kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian. Dalam 
melaksanakan tugas pokok Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai 
rincian tugas sebagai berikut: 
a. Merencanakan program kegiatan pengawasan dan pengendalian 
b. Melaksanakan pengumpulan data bahan perumusan pemeriksaan 
kendaraan di jalan kabupaten 
c. Pemenuhan persyaratan teknis laik jalan, pelanggaran ketentuan, 
pengujian berkala, perijinan angkutan umum 
d. Melaksanakan pengawasan kelebihan muatan angkutan barang 
e. Melaksanakan pengendalian penyimpangan operasional lalu lintas dan 
angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian operasional 
kebijakan dinas 
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f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait 
bidang pengawasan dan pengendalian 
g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberi atasan sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
5. Gambaran Umum Terminal B  Kabupaten Pidie Jaya 
Terminal Pidie Jaya yang dibangun pada tahun 2010, mulai tahun 2018 
berada dibawah Pemerintah Aceh melalui pengelolaan UPTD Penyelenggaraan 
Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Aceh. UPTD yang dibentuk pada akhir tahun 
2018, kini dihadapkan pada tantangan untuk dapat segera menjalankan dan 
mengoperasionalkan Terminal Tipe B Pidie Jaya. Pengoperasian Terminal Tipe B 
Pidie Jaya telah dilakukan secara bertahap, tahapan operasional awal untuk jangka 
pendek dan revitalisasi infrastruktur serta standar pelayanan secara keseluruhan 
untuk jangka panjang. 
Pada tahap tersebut, target yang ingin dicapai adalah inisiasi awal 
pemanfaatan fungsi Terminal Pidie Jaya, terdapat berbagai kendala dalam 
mengoperasionalkan terminal ini sehingga belum dapat dijalankan secara optimal. 
Kendala utama adalah keterbatasan jumlah personil (saat ini tersedia 3 petugas dan 
tenaga keamanan serta tenaga kebersihan) yang menjadikan terminal tersebut 
belum dapat melayani setiap hari dan 24 Jam penuh. Fasilitas dan prasarana yang 
masih belum memadai, juga menjadi salah satu penyebab operasional belum 
berjalan secara optimal. 
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Menurut data pada pada awal 2019, Sarana dan Prasarana yang tersedia 
saat ini masih berada dibawah 50%, Fasilitas Utama 48,5% dan Fasilitas 
Penunjang 51,5%.
45
 Pada tahap awal operasional terminal ini, dimulai dengan 
Sosialisasi Operasional Terminal yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 
15 Maret 2019 lalu dengan dukungan Dinas Perhubungan Pidie Jaya dan Polres 
Pidie Jaya. Selanjutnya, operasional terminal akan dijalankan hanya pada hari dan 
jam kerja yaitu hari Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 
17.00 WIB jadwal tersebut tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari Libur.  
Dalam pengoperasiannya, Terminal Tipe B Pidie Jaya ikut melibatkan 
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Dinas Perhubungan dan Disperindagkop 
Kabupaten Pidie Jaya. Bentuk kerjasama Dinas Perhubungan Aceh dan Dinas 
Perhubungan Pidie Jaya sedang dalam proses penyiapan format kerja yang 
diharapkan akan mempercepat optimalisasi pelayanan di terminal ini. Keberadaan 
Ruko-ruko yang terletak di sekeliling terminal yang saat ini dikelola langsung oleh 
Disperindagkop juga akan segera difungsikan sehingga akan membantu 
menghidupkan fungsi terminal Pidie Jaya dan pada akhirnya akan memicu 
pengembangan perekonomian masyarakat sekitarnya. 
Fungsi Terminal B Pidie Jaya saat ini tidak digunakan secara maksimal, oleh 
penumpang dan sopir kendaraan umum. Menurut data yang peneliti peroleh hanya 
ada beberapa angkutan umum yang masuk ke dalam terminal setiap harinya. Selain 
itu Terminal B Kabupaten Pidie Jaya hanya digunakan oleh sopir angkutan umum 
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untuk berisitrahat atau sebagai tempat parkir dan bukan untuk menaik turunkan 
penumpang. Kegiatan menaikturunkan penumpang dilakukan oleh sopir angkutan di 
luar Terminal Balaraja. 
 
B. Hasil penelitian  
Dalam bab ini peneliti menguraikan dan mendeskripsikan hasil penelitian 
yaitu, mengenai analisis kebijakan Dinas Perhubungan dalam peraktifan Terminal B 
di Kabupaten Pidie Jaya. Adapun hasil penelitian ini menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara. Peneliti menguraikan hasil penelitian dengan 
berpedoman dan mengacu pada identifikasi masalah yang peneliti buat dengan 
mewawancarai beberapa narasumber terkait. 
Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya dalam peraktifan Terminal B di 
Kabupaten Pidie Jaya yang sudah berapa tahun terakhir belum digunakan secara 
optimal oleh para sopir angkutan umum dan masyarakat khususnya Kabupaten Pidie 
Jaya. Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan 
kegiatan obeservasi dan wawancara langsung di Kantor Dinas Perhubungan 
Kabupaten Pidie Jaya, maka dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Perhubungan 
Kabupaten Pidie Jaya menganalisa sebuah kebijakan dan peraturan yang tepat agar 
fungsi terminal B bisa digunakan secara optimal. Analisis ini kemudian dipertegas 
dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap sebelas informan diantaranya 6 
orang pegawai  dan staf Dinas Perhubungan, 3 orang sopir dan 3 masyarakat yang 
dianggap representatif atau mewakili terhadap objek yang diteliti.  
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Informan dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dan memiliki 
informasi mengenai  Analisis Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Peraktifan 
Terminal B Kabupaten Pidie Jaya dan juga pemerintah sebagai pembuat kebijakan 
atau serta pihak lainnya yang memahami terhadap menganalisis kebijakan yang tepat 
untuk peraktifan Terminal B  Kabupaten Pidie Jaya.  Informan dalam penelitian ini 
adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya, Sekretaris, Bagian Bidang 
Perhubungan Darat serta seksi Bidang,  Kepala UPT Terminal, Sopir Angkutan 
Umum, Masyarakat Pengguna Angkutan Umum. 
Berikut pembahasan yang telah dirangkum dan dianalisis oleh peneliti. 
1. Kebijakan Publik yang dibuat Dinas Perhubungan dalam penertiban 
penggunaan Terminal B Kabupaten Pidie Jaya  
Kebijakan menurut Malayu S.P merupakan serangkaian kegiatan yang 
disusun dan di laksanakan oleh suata organisasi atau lembaga dalam rangka 
menghadapi permasalahan tertentu. Kebijakan memiliki pengertian yang beragam 
sesuai dengan konteks dan situasi yang dihadapi suatu organisasi. 
46
Permasalahan 
tidak tertibnya angkutan untuk memasuki terminal B Pidie Jaya sebagai tempat 
menaik dan menurukan penumpang merupakan permasalahan yang dihadapi oleh 
Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya. Ada beberapa kebijakan yang sudah dibuat 
oleh Dinas Perhubungan Pidie Jaya yang tentunya dapat diterapkan oleh pengguna 
Terminal B terutama sopir angkutan. 
                                                 
46 Malayu S.P Hasibuan, Organisasi dan Manajemen , (Rajawali Press), hlm 23 
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“ Kami juga ada kebijakan dan program yang sudah dibuat dan jalankan. 
Diantaranya sosialisasi operasional terminal yang udah dilaksanakan 
tanggal 12 sampai 15 Maret 2019 lalu . Pada 4 hari berturut-turut jam 
kerja senin sampai jumat mulai pukul 08.00 pagi hingga 4 sore kami 
buat sosialisasi kepada para sopir angkutan umum untuk masuk kedalam 
terminal agar menggunakannya secara bertahap dan memanfaatkan 
segala fasilitas terminal yang ada di Terminal B. Dalam melakukan 
kegiatan ini, kami juga dibantu dengan pihak-pihak terkait seperti Polres 
Pidie Jaya” 47 
Hal serupa juga di sampaikan oleh sopir L-300 umum menyatakan bahwa : 
“iya memang ada tu, penertiban atau sosialisasi beberapa kali. Gimana ya 
kalau soal terminal. Bukannya kita ngga mau menggunakan terminal, tapi 
di terminal itu sepi calon penumpang. Karena fasilitasnya disana ga 
terawat”48 
Hal tersebut juga di ungkapkan oleh sopir L-300 angkatan umum lainnya : 
“ ada memang beberapa kali sosialisasi dari dinas. Tapi kalau kami cari 
penumpang di terminal memang tidak ada. Jadi lebih baik ambil 
penumpang tembak (maksudnya terminal bayangan atau jemput langsung 
kerumah penumpang”49 
UPT terminal sudah melakukan sosialisasi kepada para sopir angkutan. Namun hal 
itu tidak berhasil untuk menarik masyarakat dalam penggunaan terminal B kabupaten 
Pidie Jaya karena kurangnya sarana dan fasilitas bagi sopir maupun calon 
penumpang. 
                                                 
47 Wawancara dengan Fauzi, SKM , Kepala Bidang Perhubungsn Darat di kantor Dinas 
Perhubungan Pidie Jaya Tanggal 19 Oktober 2019 
 
48
 Wawancara dengan Abdul (28) Sopir L-300 di Terminal B Pidie Jaya tanggal 20 oktober 2019 
49
 Wawancara dengan Nurdin (55)  Sopir L-300 di Terminal B Pidie Jaya tanggal 20 oktober 2019 
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Dari hasil wawancara menyebutkan bahwa kebijakan yang sudah dibuat ialah 
sosialisasi kepada para sopir angkutan umum untuk menggunakan terminal B 
Kabupaten Pidie Jaya yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 15 Maret 2019 
lalu dengan dukungan Dinas Perhubungan Pidie Jaya dan Polres Pidie Jaya. Dalam 
pengoperasiannya, Terminal Tipe B Pidie Jaya akan ikut melibatkan Pemerintah 
Kabupaten Pidie Jaya melalui Dinas Perhubungan dan Disperindagkop Kabupaten 
Pidie Jaya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bentuk kerjasama Dinas Perhubungan Pidie Jaya dan pemerintah setempat 
dalam sosialisasi tersebut mempunyai harapan agar mempercepat optimalisasi 
pelayanan di terminal ini. Keberadaan Ruko-ruko yang terletak di sekeliling terminal 
Sumber : Dinas Perhubungan Pidie Jaya (Maret,2019) 
 
Gambar 4.1 
Dinas Perhubungan Melakukan Penertiban dan Sosialisasi 
penggunaan Terminal B Pidie Jaya (Maret, 2019) 
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yang saat ini dikelola langsung oleh Disperindagkop juga  akan membantu 
menghidupkan fungsi terminal Pidie Jaya dan pada akhirnya akan memicu 
pengembangan perekonomian masyarakat sekitarnya. terlaksananya operasional 
terminal tersebut diharapkan juga adanya kesadaran dan kerjasama dari para 
pengemudi yang masih belum masuk ke dalam terminal, agar masuk ke dalam 
terminal sesuai dengan sosialisasi yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu dan 
peraturan dan kebijakan yang berlaku.  
 “ Terminal itukan sebagai anggaran pemasukan daerah. Dengan adanya 
penarikan retribusi terminal, maka ada pemasukan daerah kan. Tapi 
kebijakan penarikan retribusi bagi setiap kendaraan umum yang masuk ke 
terminal B belum bisa kita dapatkan hasilnya. Karna sehabis sosialisasi itu 
juga belum ada perkembangan atau belum ada kesadaran dari sopir untuk 
masuk ke terminal.”50 
 
Dari hasil wawancara diatas menyebutkan bahwa kebijakan untuk penarikan 
retribusi terminal kepada setiap sopir angkutan belum bisa dijalankan karena belum 
terfungsikannya terminal B. Retribusi terminal adalah salah satu hal yang harus 
disoroti ketika berkaitan dengan pelaksanaan peraturan atau program Dinas 
Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya karena retribusi terminal tertuang dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 43 Tahun 2016 pengeloaan retribusi 
administrasi perhubungan. Permasalahan retribusi terminal yang dihadapi oleh Dinas 
Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya berimbas dari tidak masuknya angkutan 
penumpang ke dalam Terminal B yang menjadikan sulitnya mengambil retribusi 
terminal sebagai pemasukan anggaran pemerintah. 
                                                 
50 Wawancara dengan Risnur , Staff terminal B Pidie Jaya Tanggal 19 Oktober 2019 
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Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kebijakan Dinas 
Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya dalam penertiban penggunaan terminal B 
Kabupaten Pidie Jaya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada para sopir 
angkutan yang melintas. Selain itu kewajiban penarikan retribusi terminal kepada 
setiap angkutan yang masuk ke terminal sebagai pemasukan anggaran pemerintah. 
Namun kebijakan-kebijakan tersebut belum berdampak pada penggunaan terminal 
yang optimal. Angkutan masih enggan untuk menggunakan fungsi terminal B 
Kabupaten Pidie Jaya  
 
2. Upaya Dinas Perhubungan dalam penertiban penggunaan terminal B 
Kabupaten Pidie Jaya 
Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya merupakan organisasi pemerintahan 
yang didalamnya juga terjalin komunikasi dan memiliki iklim organisasi yang dapat 
dibentuk dan memiliki strategi tertentu dalam menggunakan fungsi komunikasi 
organisasi. Dalam hal ini fungsi komunikasi digunakan sebagai analisis atau 
perumusan kebijakan  antar atasan, pegawai dan stafnya untuk membuat perencanaan 
untuk mencari pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh instansi pemerintahan. 
Maka dari itu ada beberapa upaya Dinas Perhubungan dalam membuat dan 
menerapkan kebijakan  dalam peraktifan Terminal B Kabupaten Pidie Jaya 
daiantaranya adalah sebagai berikut : 
a. Menerapkan fungsi perencanaan  
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Salah satu dimensi terpenting  dalam organisasi sektor publik yang berperan 
untuk menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum adalah 
fungsi perencanaan. Dinas perhubungan Kabupaten Pidie Jaya memiliki peran 
Sebagai perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan di bidang perhubungan. Pada 
indikator ini merupakan penerapan salah satu fungsi manajemen yaitu pada fungsi 
perencanaan (planning) dimana pada tahap ini merupakan suatu tahapan yang sangat 
penting bagi keberlangsungan organisasi karena berkaitan erat dengan penetapan 
tujuan yang ingin dicapai oleh setiap organisasi. Dalam tahapan ini sebuah 
perencanaan yang sudah atau hendak dibuat sebagai bentuk kebijakan sudah 
dikomunikasikan terlebih dahulu antar karyawan, staff dan atasan serta lembaga 
terkait agar perumusan kebijakan mendapatkan masukan dan menimbulkan 
komunikasi yang efektif . 
Pada tahapan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya  memiliki 
beberapa program yang berkaitan dengan perencanaa kebijakan dalam penggunaan 
fungsi Terminal B Kabupaten Pidie Jaya dan penetapan program-program kerja oleh 
Dinas Perhubungan merupakan upaya mendasar untuk kebijakan  penggunaan 
Terminal  B agar digunakan oleh masyarakat sebagai tempat transit sesuai dengan 
fungsi terminal seharusnya. 
 Seperti yang diungkapkan oleh Abdul bahri selaku pengawasan terminal B 
sebagai berikut: 
“Jadi sebenarnya, jika dikatakan apa kebijakan yang sudah kami 
keluarkan sebenarnya sudah ada, dan itu dirumuskan melalui 
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perencanaan dan komunikasi yang terus menerus kamu jalin kepada 
para staf dan mencari sebuah solusi, dari sanalah kebijakan dibentuk dan 
semuanya mempunyai tanggung jawab untuk kasih pengertian ke 
masyarakat ataupun sopir-sopir angkutan umum”.51  
 
Abdul bahri mengatakan bahwa pihak Dinas Perhubungan sudah 
merumuskan beberapa kebijakan untuk menarik masyarakat dan sopir angkutan 
sebagai tempat menaik dan menurunkan penumpang. Kebijakan yang dibuat 
berdasarkan hasil melakukan komunikasi secara bertahap kepada staf Dinas 
Perhubungan agar terciptanya iklim organisasi yang baik, sehingga kebijakan yang 
sudah ada dapat dijalankan bersama-sama dan tanggung jawab bersama untuk 
memberikan pemahan kepada masyarakat.  
“Jadi ada beberapa program yaitu tahapan operasional awal untuk jangka 
pendek dan revitalisasi infrastruktur serta standar pelayanan secara 
keseluruhan untuk jangka panjang. Target yang kami ingin mau  adalah 
inisiasi awal pemanfaatan fungsi Terminal Pidie Jaya, dan kami juga 
bergerak berdasarkan instruksi dari PEMKAB (Pemerintah Kabupaten), 
yang kedua akan kita akan usul untuk penambahan fasilitas biar lebih 
menarik dan cocok jadi tempat transit, disamping itu sebenarnya kita 
sudah menjalin kerja sama dengan pihak Kepolisian, POL PP, dan 
Kecamatan. Jadi jika dikatakan tidak aktif sebenarnya bukan tidak aktif 
atau memerlukan peraktifan fungsi terminal. Tapi kurangnya minat 
masyarakat untuk menjadikan Terminal B itu tempat transit”.52 
 
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan 
Kabupaten Pidie Jaya sebenarnya sudah memiliki beberapa program dan kebijakan 
                                                 
51 Wawancara dengan Abdul Bahri, pengawas terminal B Pidie Jaya Tanggal 19 Oktober 
2019 
52
 Wawancara dengan Abdul Bahri, pengawas terminal B Pidie Jaya Tanggal 19 Oktober 
2019 
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namun belum terjalankan atau terealisasikan secara maksimal. Dalam tahap ini 
sudah ada perencanaan atau program  yang belum dijalankan yaitu pertama 
penguatan status satandar pelayanan Terminal B. Kedua, Terminal B akan 
ditambahkan beberpa fasilitas agar dapat digunakan sebagai mestinya. Hal serupa 
pun disampaikan oleh Kasi Pengendalian dan Operasional Transportasi Darat.  
“ Sebenarnya bukan tidak aktif, tapi terminal B itu sedang di rehab dan 
sedang menunggu anggaran agar lebih baik lagi, dan pastinya 
memerlukan tahapan untuk dapat digunakan dengan baik. Selain juga 
anggaran tahapan seperti mengkomunikasikannya itu kan butuh proses 
dan tahapan agar dalam pengambilan keputusan tidak sepihak dan 
menjadi tanggung jawab bersama ”.53 
 
Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan bahwa 
sebenarnya status Terminal B adalah aktif, namun belum digunakan secara optimal 
karena sedang menunggu anggaran rehab Terminal B agar bisa membangun 
fasilitas-fasilitas yang dianggap diperlukan bagi setiap penumpang dan sopir yang 
sedang transit. Adapun pada tahap Regulate role ini , pihak Dinas Perhubungan 
tentunya menggunakan fungsi Komunikasi organisasi antar staf dan bidang sebagai 
tahap perencanaan dan perumusan kebijakan dan program yang hendak dijalankan. 
 
b. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan terminal 
Upaya ini di lakukan untuk mengatasi bagaimana perkembangan terminal 
terkait penggunaan, penertiban dan fasilitas terminal. Dalam hal ini fungsi 
                                                 
53
 Wawancara dengan Zulfadhli, ST.MT, Kasi Pengendalian dan Operasional Transportasi 
Darat,  di Kantor Dinas Perhubungan Pidie Jaya Tanggal 18 Oktober 2019  
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pengawasan merupakan penerapan dari salah satu fungsi untuk mengetahui bahwa 
hasil pelaksanaan kebijakan Terminal B Kabupaten Pidie Jaya berjalan sesuai dengan 
rencana. Hal ini juga menyangkut tentang penentuan standar dengan membandingkan 
antara kenyataan dengan standar yang sebelumnya dibuat, bahkan bila perlu 
mengadakan evaluasi mengenai program-program yang sudah dilaksanakan agar pada 
pelaksanaan program berikutnya bisa menjadi lebih baik.  
Pengawasan dan evaluasi menjadi sangat penting agar menjadi perbaikan 
untuk program selanjutnya. Namun pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh 
Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya terhadap terminal B sangatlah kurang 
sehingga menjadikan terminal ini tidak berjalan seacara optimal. Hal ini juga 
disampaikan oleh Koordinator Terminal  dalam wawancara berikut ini: 
“Terminal B ini  memang kurang berfungsi, tapi masih tetap aktif 
sebagian masyarakat  kesini untuk  mampir di warung-warung kopi saja, 
karena sebagaian ruko dan loket sudah alih fungsi jadi warung kopi atau 
kedai kecil. Awalnya ada beberapa minggu pertama itu ramai sopir 
angkutan dan calon penumpang, tapi sampai saat ini terus berkurang 
seperti yang kita lihat dan pernah dilakukan kontrol oleh pihak Dinas 
Perhubungan, namun tidak sering dan bertahap ”.54 
 
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa terminal di wilayah 
bahwa Terminal B Kabupaten Pidie Jaya masih aktif. Namun kurang berfungsi akibat 
sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sehingga membuat sopir dan calon 
penumpang enggan untuk menggunakan terminal. Permasalahan yang terjadi pada 
Terminal B adalah para sopir angkutan yang tidak mau memasuki terminal dengan 
                                                 
54
 Wawancara dengan Heri Juanda, S.E , Koordinator Terminal B di UPT Terminal B Pidie 
Jaya Tanggal 19 Oktober 2019  
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dalih kondisi terminal yang kurang baik. Hal ini disampaikan oleh staf Bidang 
perhubungan darat. 
“Memang mereka itu enggan masuk terminal terkait dengan kondisi 
terminal yang kurang fasilitas katanya. Sebenarnya mudah saja ketika 
nanti terminal memang sudah tersedia fasilitas sarana dan prasarana yang 
memadai  dan ditempatkan petugas-petugas yang melayani disana. Kalo 
ada pelayanan kan mereka akan mau untuk masuk ke terminal”. 55 
 
Sedangkan beberapa masyarakat yang peneliti wawancarai juga menyatakan hal 
yang sama terkait pemanfaatan fungsi terminal B Kabupaten Pidie Jaya 
“ Terminal B itu sepi kali, kayak mati gitu . Jadi kalau mau kesana kayak 
agak seram gitu hehehe. Apalagi sekarang udah banyak sopir-sopir L-300  
Jalan Banda Aceh-Medan yang bisa jemput kerumah. Kayaknya lebih 
memudahkan aja”.56  
 
Hal serupa juga diungakapkan oleh calon penumpang yang pernah 
menggunakan fungsi terminal. 
“ Pernah saya, waktu mau ke Lhoseumawe  pergi keloket untuk beli tiket. 
Tapi sampai disana kayak nggak ada orang gitu dik. Sepi dan fasilitas pun 
nggak memadai. Jadi saya pikir lebih baik pake angkutan umum yang 
langsung jemput kerumah kan”.57 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kondisi terminal 
yang kurang baik menyebabkan masyarakat dan sopir angkutan umum enggan untuk 
memasuki Terminal B, selain itu kurangnya pelayanan di dalam terminal seperti 
fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang menjadi dasar penyelenggaraan terminal, 
                                                 
55 Wawancara dengan Heri Juanda, S.E , Koordinator Terminal B di UPT Terminal B Pidie 
Jaya Tanggal 19 Oktober 2019  
56 Wawancara dengan Nursyiah (56), Masyarakat, di Meurah Dua tanggal 21 Oktober 2019  
57 Wawancara dengan Marlaini (59), Mayarakat, di Meurah Dua, tanggal 20 Oktober 2019  
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menjadi faktor lain penyebab masyarakat dan sopir angkutan umum tidak mau masuk 
ke dalam terminal.  
Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.2 dan 4.3 berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 
Tampak Fasilitas Loket-loket Terminal B tutup  
Gambar 4.3  
Keadaan Terminal B Kabupaten Pidie Jaya 
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Dari gambar 4.2 dan 4.3 yang peneliti ambil dan melihat langsung benar 
adanya, bahwa kurangnya fasilitas dan sepinya terminal B membuat sopir angkutan 
dan calon penumpang enggan menngunakan Terminal B sebagai tempat transit atau 
pemberhentian. Peran sektor publik adalah ikut mengendalikan/mengawasi sejumlah 
proses pengadaan barang dan jasa serta regulasi yang ditetapkan sehingga tidak 
merugikan masyarakat.  
Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya memiliki tugas mengawasi 
program-program serta mengevaluasi nya agar program tersebut dapat berjalan baik 
pada periode berikutnya. Dalam kaitannya dengan sosialisasi program yang erat 
kaitannya dengan penyampaian informasi mengenai Terminal B, pengawasan yang 
dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya kurang berjalan dengan 
baik karena fasilitas yang kurang memadai. Dalam hal ini Dinas Perhubungan 
Kabupaten Pidie Jaya harus rutin mengevaluasi anatara program dan kesediaan jasa 
dan pelayanan. Agar setiap program yang dikomunikasikan kepada para sopir dan 
masyarakat seimbang dan sejalan antara program dan kenyataan yang ada.  
 
3. Faktor-faktor penghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya 
dalam peraktifan fungsi Terminal B  
a. Kurang optimalnya fasilitas terminal B Kabupaten Pidie Jaya  
Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah kota untuk menyelenggarakan 
sarana transportasi massal yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar. 
Masyarakat mengharapkan terciptanya kelancaran dan ketertiban lalu lintas baik 
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untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang, selain harus secara terpola, 
terpadu, terorganisasi, sistematis serta berasas pada kepentingan, keadilan dan 
kesejahteraan rakyat, harus pula memberi ruang bagi keterlibatan publik berupa 
partisipasi dan peran. 
b. Tidak adanya Humas sebagai pengendalian informasi  
Dalam perjalanan bidang kehumasan di instasi pemerintahan, terjadi 
revitalisasi fungsi dan tata kelola humas yang merubah pola komunikasi yang 
semula bersifat satu arah atau diseminasi mengarah pada sistem komunikasi 
terbuka. Yakni sebuah sistem komunikasi organisasi yang dapat memberi informasi 
akurat serta dapat menerima feedback dan masukan dari masyarakat melalui jalur 
komunikasi dua arah. 
Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti saat 
melakukan kegiatan penelitian dan wawancara langsung di kantor Dinas 
Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya. Terbukti bahwa tidak adanya kegiatan Humas 
yang dijalankan oleh pihak Dinas Perhubungan. Di Dinas Perhubunungan 
Kabupaten Pidie Jaya tidak memiliki sub bagian Bidang Humas dalam mendukung 
kegiatan Dinas Perhubungan. Hal ini disampaikan oleh Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian. 
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“ Kalo Humas khusus dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya 
sendiri nggak ada. Jadi tuga-tugas pemberitaan itu ya Humas Pemerintah 
Bupati Pidie Jaya langsung”. 58 
Dalam wawancara tersebut mengungkapkan, bahwa pihak Dinas Perhubungan 
Pidie Jaya tidak memiliki Sub bagian bidang Humas sebagai bentuk kerja aktivitas 
untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Hal serupa juga disampaika oleh 
staf lainnya. 
 “Kalo Humas memang nggak ada. Jadi kalo ada apa-apa, ya orang humas 
pemerintahan yang datang kesini untuk ngeliput. Karena disini kekurangan 
sumberdaya dibidang itu. Jadi dari pihak Dinas Perhubungan Pidie Jaya 
tidak ada bidang humas khusus ”.59 
 
Dalam wawancara diatas juga menyebutkan, bahwa Dinas Perhubungan 
Kabupaten Pidie Jaya tidak memiliki Sub bidang humas dalam kegiatannya. Untuk 
meliput daan membantu sebuah program. Dinas Perhubungan langsung bekerja 
sama dengan humas pemerintah atau biasa disebut humas kantor Bupati Pidie Jaya. 
Terkait media dan sarana apa yang digunakan dalam mempublish informasi seputar 
dina perhubungan atau informasi penting tentang terminal B, Dinas perhubungan 
Pidie Jaya juga tidak memiliki website dan media sosial lainnya.  
“ Kalo ditanya media apa yang digunakan untuk informasi terbaru 
Terminal B ini , biasanya pihak humas pemerintahan di kantor bupati 
sendiri yang publish di website. Jadi biasanya mereka kalo ada program 
dari Dishub sedang berlangsung, pihak humas dari kantor bupati kesini. 
                                                 
58
 Wawancara dengan Ernidar, S.Kom, Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian di 
Kantor Dinas Perhubungan Pidie Jaya, tanggal 18 Oktober 2019  
59
 Wawancara dengan Risnur, Staf Dinas Perhubungan PidIe Jaya di Kantor, tanggal 18 
Oktober 2019    
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Namun dalam hal ini bukab berarti kami pihak Dishub Pidie Jaya nggak 
beusaha. Jadi kalo ada momentum atau pemberitaan atau informasi 
terbaru, kami sering kerja sama dengan media untuk membantu mem 
post informasi-informasi penting yang harus diketahui masyarakat 
terkait terminal B dan sebagainya ”.60 
 
Dari hasil wawancara diatas bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya 
tidak memiliki sub divisi khusus bidang kehumasan. Tidak adanya media atau 
website khusus terkait pembaruan informasi dilakukan langsung oleh Dinas 
Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya atau kantor bupati. Sedangkan untuk hal lainnya, 
Dinas Perhubungan juga melakukan kerja sama dengan media-media lokal untuk 
mempublikasikan informasinya.  
 
Gambar 4.4   
Profil Dinas Perhubungan pada website Pidiejayakab.go.id 
 
 
Pada gambar 4.4 terdapat profil dan tugas pokok Dinas Perhubungan 
Kabupaten Pidie jaya yang dimuat dalam sub bar menu pemrintahan dengan sub 
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SKPD. Dalam penjabaran dan penjelasan sangat sedikit memuat tentang kegiatan dan 
program-program oleh Dinas Perhubungan Pidie Jaya dikarenakan website tersebut 
bukan khusus yang dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Pidie Jaya.  
Fungsi media pada lembaga sangat lah penting demi kelancarannya sebuah 
informasi yang dibutuhkan dalam masyarakat. Dalam ini Dinas Perhubungan 
Kabupaten Pidie Jaya perlu posisi Humas. Untuk dapat melaksanakan tugasnya 
dengan baik, Posisi Humas sangat penting untuk intansi perusahaan amaupun 
pemerintahan. Karena posisi humas bertujuan menjaga hubungan baik antara instansi 
dan masyarakat serta berperan sebagai pemimpin, mengorganisir, mampu 
memberikan motivasi dan dorongan kepada staf, tenaga-tenaga kerja, serta 
masyarakat untuk mewujudkan instansi pemerintahan yang berkualitas. 
Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya dan masyarakat merupakan dua 
komunitas yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, bahkan ikut 
memberikan warna terhadap perumusan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, 
hubungan Dinas Perhubungsn dengan masyarakat merupkan suatu proses komunikasi 
yang harus dijalankan secara harmonis. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan 
pengertian masyarakat akan kebutuhan dan kebijakan yang bentuk di suatu 
pemerintahan. Dengan mengetahui kebutuhan masyarakat atau dalam hal ini sopir 
dan calon penumpang terkait pengembalian fungsi teminal B Pidie jaya tersebut, 
masyarakat terdorong untuk bersedia bekerjasama dalam upaya meningkatkan dan 
mengembangkan kualitas dan kuantitas penggunaan terminal . 
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Keberadaan SDM didalam suatu perusahaan atau instansi berperan 
penting dalam berjalannya suatu kegiatan. Adanya SDM yang ahli dibidangnya dapat 
menunjang suatu perusahaan atau instansi pemerintahan. Dalam hal ini humas bisa 
menjalankan fungsinya untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan 
pengendalian media sosial sebagai metode ajakan untuk sama-sama mennggunakan 
terminal B Kabupaten Pidie Jaya. Pada era millenial saat ini media berfungsi sebagai 
jalur komunikasi antara orang dan lembaga demi terciptanya satu pengertian dan 
tujuan dan sebenarnya sangat penting untuk kita lakukan kedepannya.
61
. 
 
4. Solusi agar terminal B kabupaten Pidie Jaya tersebut dapat berfungsi 
secara optimal. 
a. Berkerja sama dengan Satpol PP dan Polisi satlantas. 
Solusi ini dilakukan supaya untuk mengatasi perkembangan terminal 
terkait dengan penggunaan dan penertiban. Jadi dengan adanya kerja 
sama dengan pihak Satpol PP dan Polisi Satlantas mungkin dapat 
berfungsi secara optimal. 
 
b. Pasar rakyat atau Kuliner 
Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi 
yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian 
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sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan 
penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir perjalanan, juga 
sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan 
pengoperasian sistem arus angkutan pengumpang dan barang, di 
samping juga berfungsi melancarkan arus angkutan penumpang atau 
barang. 
62
 
Bentuk kerjasama Dinas Perhubungan Pidie Jaya dan 
pemerintah setempat dalam sosialisasi tersebut mempunyai harapan 
agar mempercepat optimalisasi pelayanan di terminal ini. Keberadaan 
Ruko-ruko yang terletak di sekeliling terminal yang saat ini dikelola 
langsung oleh Disperindagkop juga  akan membantu menghidupkan 
fungsi terminal Pidie Jaya dan pada akhirnya akan memicu 
pengembangan perekonomian masyarakat sekitarnya. Seharusnya ruko 
ruko yang ada di sekitar terminal difungsi sebagaimana mestinya 
seperti menjadikan ruko sebagai pasar rakyat, dan juga menjadi ruko 
tersebut tempat kuliner agar masyarakat tertarik untuk menggunakan 
terminal tersebut. 
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Dalam penelitian mengenai analisis kebijakan, dinas Perhubungan instansi 
pemerintahan yang fungsinya diatur dalam pemerintahan. Dalam merumuskan dan 
menyampaikan kebijakan sebuah instansi hendaknya memiliki dasar terkait dengan 
kebijakan tersebut. Instansi ini memiliki temuan-temuan penelitian yang sudah 
dijelaskan pada bab sebelumnya akan dikonfirmasikan dan diselaraskan dengan 
teori pada penelitian ini yaitu menggunakan Teori Stimulus – Respons (S – R).  
Hasil penelitian yang penulis dapat secara umum menunjukan bahwa pola 
komunikasi Stimulus-Respons sudah diterapkan oleh Dinas Perhubungan 
Kabupaten Pidie Jaya dalam hal memberi pengertian kepada para masyarakat 
tentang fungsi terminal dan penggunaannya. Model komunikasi yang diterapkan 
yaitu  pada proses sosialisasi dan komunikasi musyawarah kepada masyarakat dan 
sopir angkutan umum. Dalam hal ini stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh 
Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya berbentuk komunikasi sosial dengan 
memberikan ajakan kepada masyarakat tentang informasi terkait fungsi  dan 
keuntungan penggunaan terminal bagi daerah.  Namun respon yang diberikan oleh 
masyarakat tidak sesuai keinginan pemerintah atau bersifat negatif, dimana 
kebijakan yang sudah dibuat berupa tidak dijalankan oleh masyarakat. 
 Dijelaskan pula setiap pesan itu stimulus dan  memilik pengaruh kepada 
komunikan. Oleh sebab itu pesan komunikasi yang disampaikan oleh komunikator 
dalam hal ini, dinas perhubungan Kabupaten Pidie Jaya, harus mengandung 
perhatian dan pengertian supaya timbul penerimaan. Yang dimaksud dalam hal ini 
adalah sebuah pesan komunikasi  atau stimulus yang sudah disampaikan harus 
C. Analisis Data Hasil Penelitian  
1. Teori stimulus Respon S-R 
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selaras dengan apa yang disampaikan. Pihak pemerintah hendaknya memerhatikan 
sisi kebutuhan calon pengguna  seperti pengadaan fasilitas, pelayanan maksimal 
agar  mereka terarik untuk menggunakan terminal dan fungsinya bisa terjalankan 
dengan baik. Apabila sudah ada penerimaan di hati dan pikiran masyarakat  maka 
setiap kebijakan atau peraturan akan mudah diterima. 
2. Teori POAC 
Dalam penelitian mengenai analisis kebijakan, dinas Perhubungan instansi 
pemerintahan yang fungsinya diatur dalam pemerintahan. Dalam merumuskan dan 
menyampaikan kebijakan komunikasi sebuah instansi hendaknya memiliki dasar 
terkait dengan kebijakan tersebut. Instansi ini memiliki temuan-temuan penelitian 
yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya akan dikonfirmasikan dan diselaraskan 
dengan teori pada penelitian ini yaitu menggunakan teori POAC. 
Pemerintah memerlukan peran serta masyarakat dalam mewujudkan 
komunikasi kebijakan yang efektif. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan melalui 
bermacam cara, salah satunya melalui penyampaian aspirasi. Aspirasi masyarakat 
dapat menjadi landasan utama dalam mewujudkan pelayanan yang baik dari 
pemerintah kepada publiknya. Dapat dikatakan bahwa pemerintah akan mampu 
bekerja dengan baik apabila ada peran dari masyarakat, serta masyarakat juga akan 
terlayani dengan baik apabila pemerintahan bekerja dengan maksimal. 
Hasil penelitian yang penulis dapat secara umum menunjukkan teori POAC 
sudah diterapkan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie jaya dalam hal 
melakukan perencanaan sosialisasi , kemudian perencanan tersebut akan diterapkan 
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melalui pengorganisasian, yang mana sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan 
harus efektivitas dan efisien. Dalam mensosialisasikan kebijakan Dinas perhubungan 
harus berusaha untuk betul- betul menerapkankan agar kebijakan tersebut tidak sia-
sia. Dan sebuah kebijakan tersebut perlu adanya controlling untuk mengukur dan 
menilai respon atau tanggapan dari pihak supir dan masyarakat. Tetapi  tanggapan 
dari pihak masyarakat tidak sesuai dengan keingian pemeritah. Semua yang di 
lakukan oleh pihak dinas perhubungan dalam mensosialisasi komunikasi kebijakan 
dengan cara teori POAC tidak membuahkan hasil. Jadi keputusannya terminal 
tersebut belum berjalan secara optimal .  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan analisis data-data yang telah diporelah dari berbagai sumber oleh 
peneliti, dapat disimpulkan bahwa:  
1. Kebijakan yang sudah dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya 
terkait penertiban penggunaan terminal B yang berlokasi di Meurah Dua Pidie 
Jaya adalah dengan cara melakukan sosialisasi penertiban kepada sopir 
angkutan. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 
sopir angkutan terhadap tentang UU penggunaan terminal. UPT terminal sudah 
melakukan sosialisasi kepada para sopir angkutan. Namun hal itu tidak berhasil 
untuk menarik masyarakat dalam penggunaan terminal B kabupaten Pidie Jaya 
karena kurangnya sarana dan fasilitas bagi sopir maupun calon penumpang, 
bahwa kebijakan yang sudah dibuat ialah sosialisasi kepada para sopir angkutan 
umum untuk menggunakan terminal B Kabupaten Pidie Jaya yang telah 
dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 15 Maret 2019 lalu dengan dukungan 
Dinas Perhubungan Pidie Jaya dan Polres Pidie Jaya. Dalam pengoperasiannya, 
Terminal Tipe B Pidie Jaya akan ikut melibatkan Pemerintah Kabupaten Pidie 
Jaya melalui Dinas Perhubungan dan Disperindagkop Kabupaten Pidie Jaya. 
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2. Terkait dengan penertiban Terminal B, Dinas Perhubungan memiliki 2 upaya 
diantaranya, yang pertama menerapkan fungsi perencanaan Salah satu dimensi 
terpenting  dalam organisasi sektor publik yang berperan untuk menetapkan 
segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum adalah fungsi 
perencanaan. Kedua melakukan pengawasan terhadap penggunaan terminal . 
Upaya ini dilakukan untuk mengawasi bagaimana perkembangan terminal 
terkait penggunaan, penertiban dan fasilitas terminal. Namun dalam upaya ini 
dinas perhubungan kabupaten Pidie Jaya kurang berhasil dalam hal pengawasan 
fasilitas yang tidak optimal, sehingga menyebabkan sopir angkutan dan calon 
penumpang kurang tertarik untuk menggunakan terminal. 
3. Faktor penghambat Dinas Perhubungan Kabupupaten Pidie Jaya dalam 
penertiban penggunaan terminal B adalah:  
a. Kurang optimalnya fasilitas terminal B Kabupaten Pidie Jaya. Faktor 
penghambat ini menyangkut tentang kurangnya fasilitas di terminal 
tersebut sehingga angkutan umum enggan menggunakan terminal B 
sebagai tempat transit. 
b. Tidak adanya humas dalam pengendalian informasi. Posisis manajemen 
humas sangat penting dalam memanjamen informasi. Sebuah kebijakan 
yang sudah dibuat akan sangat berguna dan bisa diterapkan ketika semua 
informasi dpat tersampaikan kepada masyarakat. Tidak adanya humas 
pada Dinas Perhubungan Pidie Jaya membuat alur komunikasi antara 
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Dinas dan masyarakat kurang terjalin komunikasi dan interkasi yang 
baik. 
4. Solusi yang harus dibuat oleh Dinas Perhubungan kabupaten Pidie jaya    
terkait penertiban terminal B yang berlokasi di Meurah Dua Pidie jaya adalah 
dengan cara berkerjasama dengan pihak polisi satlantas atau satpol PP dan 
mengaktifkan ruko-ruko untuk menjadi pasar rakyat dan juga tempat kuliner 
agar menarik minat perhatian masyarakat untuk menggunakan terminal 
tersebut . 
 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan mengenai Analisis Dinas Perhubungan dalam  
penertiban penggunaa Terminal B Kabupaten Pidie Jaya, maka peneliti 
mencoba untuk memberikan saran-saran mengenai hasil penelitiannya agar 
dapat membantu pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya dalam hal 
kebijakan Terminal B Kabupaten Pidie Jaya , sebagai berikut: 
1. Penambahan Fasilitas Terminal B oleh Dinas Perhubungan Kabupaten 
Pidie Jaya  dengan pembangunan kembali, penambahan fasilitas utama 
seperti toilet, tempat ibadah, ruang tunggu penumpang, fasilitas 
pengelolaan lingkungan hidup, pusat informasi, papan pengumuman. 
2. Memasang rambu-rambu penunjuk arah ke Terminal B serta 
penambahan personel seksi pengawasan dan pengendalian dari Dinas 
Perhubungan di sekitar terminal bayangan atau tempat sopir angkutan 
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biasa menunggu penumpang untuk menghalau masuk sopir angkutan 
agar tidak berhenti di terminal bayangan dan masuk ke dalam B 
Kabupaten Pidie Jaya. 
3. Kembali melakukan sosialisasi kepada sopir angkutan umum dan 
Organda mengenai angkutan umum apa saja yang harus memasuki 
Terminal B, retribusi terminal, retribusi parkir dan sanksi bagi yang 
melanggar peraturan tersebut tidak hanya dengan berkeliling 
menggunakan pengeras suara namun dengan cara menggunakan media 
luar ruang seperti baliho, spanduk, brosur/pamflet, melalui media 
elektronik seperti radio dan melalui media online/media sosial serta 
sosialisasi secara langsung atau mengadakan audiensi kepada sopir 
angkutan umum dan mayarakat. 
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DAFTAR WAWANCARA 
 
Pertanyaan untuk DISHUB 
1. Apa saja tugas pokok Dinas Pehubungan ? 
2. Melihat fenomena yang ada sekarang, tidak berjalannya dengan aktif terminal B di 
Kabupaten Pidie Jaya. Bagaimana tanggapannya ?  
3. Kebijakan apa saja yang sudah dibuat oleh DISHUB dalam hal penertiban penggunaan 
terminal ? dan apakah ada perkembangannya ?  
4. Tanggapan mengenai terminal bayangan atau termial disembarang tempat? 
5. Upaya apa saja yang sudah dibuat oleh DISHUB dalam hal penertiban penggunaan 
terminal ? dan apakah ada perkembangannya ?  
6. Apa saja hambatan dalam penertiban peraktifan terminal B di kabupaten Pidie Jaya ? 
7. Apa harapan yang dimiliki oleh DISHUB dalam hal penertiban terminal B agar aktif dan 
digunakan oleh masyarakat ? 
 
Pertanyaan untuk Divisi kehumasan DISHUB  
1. Apa saja yang sudah dilakukan oleh humas dalam peranannya mengaktifan fungsi 
terminal ?  
Apakah sudah berjalan maksimal ?  
2. Media apa saja yang digunakan HUMAS dalam upaya penyebaran informasi kepada 
masyarakat terkait terminal B ?  
3. Kendala apa yang ada dalam penggunaan media tersebut?  
 Pertanyaan untuk Supir  
1. Apakah tau, fungsi terminal itu apa ? 
2. Kenapa tidak menggunakan terminal B untuk menaikkan dan menurunkan penumpang? 
3. Harapan apa yang dimiliki terkait dengan peraktifan teminal ?   
 
Pertanyaan untuk masyarakat 
1. Apakah tau, fungsi terminal itu apa ? 
2. Kenapa tidak menggunakan terminal B untuk berpergian ke luar daerah? 
3. Harapan apa yang dimiliki terkait dengan peraktifan teminal ?   
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